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NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

NOMOR : \\39/BPKAD/2023
NOMOR : 5 /PIMP/DPRD/2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : RATNA MACHMUD
Jabatan . Bupati Musi Rawas
Alamat : Jalan Pangeran Muhammad Amin Komplek Perkantoran

Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Musi Rawas,
selanjutnya disebut Pihak PERTAMA.

2. a. Nama : AZANDRI. S. IP
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas
Alamat : Jalan Pangeran Muhammad Amin Komplek Perkantoran
Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661
b. Nama : FIRDAUS, SE
Jabatan :  Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Musi Rawas
Alamat : Jalan Pangeran Muhammad Amin Komplek Perkantoran
Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661
c. Nama : HENDRA ADI KUSUMA, SH
Jabatan :  Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Musi Rawas
Alamat : Jalan Pangeran Muhammad Amin Komplek Perkantoran

Pemkab Musi Rawas Muara Beliti 31661

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya
disebut pihak KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang
disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya
dijadikan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024.


https://v3.camscanner.com/user/download

erdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Uriom
APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan  Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, terhndnp
kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjndi dannt

dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggnran
2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan
yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Muara Beliti, ¢ Agustus 2023

FIRDAUS, SE
Wakil Ketua |

/@g:__

HENDRA ADI KUSUMA, SH
Wakil Ketua 1l
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BAE I
PENDAHOULUAN

1.1. Latar Belakang Penvusunan Kebijakan Umum APED [KUA)

Penvusunan Kebijakan Umum AFBD (KUA] mengacu pada
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)] vang merupakan rencana kerja
tahunan daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 17
tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut setiap
pemerintah dasrah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (REJFD), Rencana Pembansunan Jangka Menengah
Daerah (REJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKFPD),

Menindaklanjuti Fasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan
bahwa Kepala Daerah menvusun KUA dan PPAS berdasarkan RBKEPD
dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, Pemernntah
Kabupaten Musi Rawas telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2024 dan
telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2023 Tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024, Berdasarkan RKFD yvang
telah ditetapkan tersebut, Pemerintah Kabupaten Musi Rawas menyusumn
Kebijakan Umum AFBD Tahun Anggaran 2024, sebagai landasan
penyusunan Priortas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2024
dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAFBD)
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024,

RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 merupakan tahun
ketiga pelaksanaan REJIMD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021-2026,
dengan tema REPFD Kabupaten Musi Rawas tahun 2024  yaitu
“Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Stabilitazs EKeamanan dan

Ketertiban Umum”. Tema pembangunan yvang tertuang dalam EKPD

Kebijakan Umum APBED Kab. Musi Rawas T.A 2024




Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 tersebut untuk mendukuneg prioritas
rnasional dan prioritas Pemerintah Provinsl Sumatera Selatan tahun 2024,
Tema pembansunan nasional tahun 2024 yang tertuane dalam Rencana
Pembansunan Nasional (RKP tahun 2024 adalah “Mempercepat
Transformasi Ekonomi yvang Inklusif dan Berkelanjutan®, Sedangkan
tema pembansunan Pemerintah provinsi Sumatera Selatan sebagaimana
tertuang dalam arah kebijakkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
tahun 2024 adalah "Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi
Eerakyatan™,

Untuk meningkatkan pemulihan ekonomi di Kabupaten Musi
Rawas pasca pandermi Covid-19, maka perencanaan pembangunan tahun
2024 difolkuskan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi melahd
prioritas pembansunan daerah sebagal berikut:
1, Peningkatan Ketahanan Ekonomd
2. Peningkatan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
4, Peningkatan Kualitas Layanan Puablik, Stabilitas Keamanan dan

Ketertiban Umum

Keselarasan Tema Pembansunan RKP Nasional Tahun 2024 dan

Tema Pembangunan BRKFD Provinsl Sumatera Selatan Tahun 2024 dengan

Tema Pembangunan Musi Rawas Tahun 2024, sebagal berikut;

REKP Nasional RKPD Musi Rawas B MLk
Selatan
Mempercepat Peningkatan Feningkatan
Transformasi Ekonomi Ketahanan Ekonomi, | Reformasi Birokrasi
vang Inklusif dan Stabilitas Keamanan | dan Ekeonoma
Berkelanjutan dan Ketertiban Keraloratan
Umum

Tema RKP Tahun 2024 didulkung dengan 7 {tujuh) Proritas

Pembangunan Nasional yaitu:
1. Memperknat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan vang Berkualitas
dan Berkeadilan;

Kebijakan Umum APBED Kab. Musi Rawas T.A 2024




2, Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan
Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastrulktur untuk Mendukung Pembangunan Ekononu
dan Pelayanan Dasar;
6. Membansun Lingkunegan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana,
dan Perubahan Uglim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayvanan
Publik.
Program Prioritas RKP Nasional tersebut dijabarkan dalam REKPD
Prowvinsi Sumatera Selatan dengan tema *Peningkatan Reformasi Birokrasi
dan Ekonomd Kerakyatan' didukung oleh 4 {empat) Prieritas Fembangunan
Daerah Provins: Sumatera Selatan tahun 2024 terdid dam;
1. Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Meningkatkan Infrastrulttur dan Ekonomi Keraloratan

i

Meningkatkan Kualitas Hidup dan Pengelolaan Bencana
Berdasarkan arah kehbijakan Pemerntah Pusat dan Pemerintah

Prowvinsl Sumatera Selatan, dan untuk mendukung tema pembangunan
Kabupaten Musi Rawas dengan memperhatikan isu stratemis daerah, maka
Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2024
sebagai beriloat:
1. Meningkatkan ketahanan ekonomi, dengan sasaran:

a, Menurunnyva angka kemusldnan

b. Meningkatnva pertumbuhan ekonomi
2, Feningkatan Infrastrulstur Berwawasan Lingungan, dengan sasaran;

a. Meningkatnya kualitas kualitas dan cakupan layanan infrastrulktur

b. Meningkatnva kualitas lingkungan hidup

3. Pembangunan Sumber Daya Manusia vang Berlkualitas, dengan sasaran:
a, Meningkatnya kualitas Pendidikan
b. Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyvarakat

Kebijakan Umum APBED Kab. Musi Rawas T.A 2024




4, Feningkatan Kualitas Layanan Puablik, Stabilitazs Keamanan dan
Ketertiban Umum, dengan sasaran:
a. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
b. Meningkatnva keamanan ketertiban dan perlindungan masvarakat
Sinergitas dan penyelarasan kehijakan Pemerintah Daerah dan
pemerintah pusat dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum AFPBED
{(KUA) dan rancangan Prioritas dan Flafon Anggaran Sementara (PFFAS) vang
dizepalkati oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Ralorat
Daerah (DPRD) sebagal dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan
Daerah (Perda) tentans AFBD TA 2024, KUA dan FFAS Pemerintah
kabupaten Musl Rawas berpedoman pada RKPD vang telah disinergikan
dan diselaraskan dengan RKP dan RKFPD Provinsl Sumatera Selatan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
tentang Pengelolaan Kenangan Daerah, bahwa pernyusunan KUA dan FPAS
berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
KUA Tahun Anggaran 2024 memuat kondisi ekonomi makro daerah,
asumsl penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah Kebijakan
Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayvaan Daerah dan Strates pencapaian.

1.2, Tujuan Penyusunan KUA
Pervusunan KUA Tahun Angearan 2024 bertujuan:

1. Sebagal dokumen penjabaran kebijakan pembangunan pada RKFPD
tahun 2023,

2, Mencptakan  keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara
perencanaan, —penganggaran, pelaksanaan dan  pengawasan
pembangunan, antar SKPD, antar stalkkeholder pembangunan.

3. Bebagail pedoman dalam penyusunan Proritas dan Plafon Anggaran
Sementara (FPAS) APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024,

4, Sebagai pedoman kebijakan umum AFPBD dalam menyvusun Frogram
dan kegiatan vang diangsarkan melalul AFBD Tahun Anggaran 2024,

5. Tersedianva dokumen perencanaan anggaran yvang memuat indikator

makr ekonomi, asumsi perpvusunan APBD, kebijakan pendapatan
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daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiavaan daerah dan

strateg pencapaiannya.,

1.3. Dasar Hukum Penyvusunan KUA
Dasar penyusunan Kebijakan Umum AFED Tahun Angegaran 2024 adalah

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I termasuk Kota Fraja dalam
Lingkungan Daerah Tingkat [ Sumatera Selatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286,

3. Undang-Undang Eepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Wegara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

4.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tansggung Jawab Keuangan Negara
iLembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400,

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembansunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran
Megara Nomor 44217,

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
iLembaran Negara PRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Wegara Republik Indonesia Nomor 4700);

Ih
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7.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali teralkhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5673);

8. Undang-Undang Eepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan
Kenangan Antara Pemenntah Pusat Dan Pemerintahan Daerah,
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4;

9.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah
dinbah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Urmum;

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Eepublik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Bl Nomor
4575);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Negara RI
Nomor 4576] sebagaimana telah diubah dengan FPeraturan
Pemenntah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5155);

Kebijakan Umum APBED Kab. Musi Rawas T.A 2024




12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007
tentaneg Pembagian Urusan Pemernntashan antara Pemerintah,
Pemernintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737

13. FPeraturan Pemerintah Republik Indonesia 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201% Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 856 Tahun 2017
tentang Tahapan, Tata Cara Penvusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembansunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

15. Peraturan Pemenntah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Fimpinan dan Anggota
Dewan Perwalalan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun
2018 Nomor 7 3);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013
tentane Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020

tentaneg Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam
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19.

20.

21.

Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan
Pandemi Corona Disease 20139 (COVID-19) dan/atan Menghadapi
Ancaman vang Membahavakan Perekonomian Nasional dan/atan
Stabilitas Sistemn Keuangan Serta Penvelamatan Ekonomi Nasional
{Lemmbaran WNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514
sebagaimana telah dinbah dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 43 Tahun 2020 tentang tentansg Pelaksanaan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendulkung
Kebijaltan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona
Cisease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian NMNasional dan/ataun Stahbilitas Sistem
Kenangan serta Penvelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

Feraturan Fresiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-
2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10;
Feraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan Eegional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 57,

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);

Peraturan Mentern Dalam Negern Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata
Cara Evaluasi Rancangan FPeraturan Daerah Tentaneg Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala

Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29,

30.

Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
431);

Peraturan Menterd Keuangan Nomor 138/PMK.07/2021 Tentang
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menterd Keuangan Nomor 14/PME.07/2023
tentansg Perubahan atas Peraturan Mentern Keuangan Nomor
198 /PMK.07 /2021 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
{Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 133);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PME.07/2022 tentang
Pengelolaan Dana Insentf Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 1173);

Peraturan Mentern Keuangan Nomor 193 /PMK 07 /2022 tentang Peta
Kapasitas Fizskal Daerah (Berita Negara Fepublik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1277

Peraturan Menteri Kenangan Nomor 134,/PME.07 /2022 tentang Batas
Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Binjaman Daerah Tahun
Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
1278);

Peraturan Menten Keuangan Nomor 201/FME.07/2022 tentang
Pengelolaan Dana Desa {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 1235);

Peraturan Menten Keuangan Nomor 204/PME.07/2022 Tentang
Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik {(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319) ;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2023 tentang Standar
Biava Masukan Tahun Angsgaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);

Peraturan Menterni Perencarnaan Pembangunan Nasional [/ kepala
BAFENAS No 4 tahun 2023 Tentang Rancangan Rencana Kerja
Pemerntah Tahun 2024,
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31.

32.

33.

Peraturan Menteri Dalam Negerd Nomor .. Tahun 2023 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010
tentang Rencana Pembansunan Jangka Panjang Daerah (REJPD)
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2021 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (REJMD) Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupat Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Bawas tahun 2024,
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EBAE II
EERANGHKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kerangka ekonomi daerah Tahun 2024 meliputi kerangka
ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam BKPD Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2024 Kerangka ekonomi makro memberikan
gambaran tentang perldraan kondisi ekonomi makro Kabupaten Musi
Rawas baik vang dipengaruhi faldtor internal serta varabel ekstermnalitas
varng memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional,
nasional maupun perekonomian global.

Dalam ransgka mencapal target lanerja daerah wansg telah
ditentukan, kerangka pendanaan menjadi bagian sangat penting,
memberikan falkta dan analizsiz terkait perldraan sumber-sumber
pendapatan dan besaran pendapatan dan sektor-selktor potensial,
perkiraan kemampuan  pembelanjaan dan  pembiavaan untuk
pembangunan tahun 2024, Kerangka pendanaan ini menjadi basis
kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektil dan efizsien
dengan perencanaan anggaran berbasis lanerja.

Fakta dan analisa yvang dibenkan terkait rancangan kerangka
ekornomi tahun 2024 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi
perencanaan dan penganggararn vang efektif dalam mengawal pencapaian
target lonerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan

isu-isu stratemis vang telah terindentifikasi di Kabupaten Musi BEawas.

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah Kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Musi Rawas di Tahun
2024 diselaraskan dengan arah kebijakan Prowvinsil Sumatera Selatan,
kebijakan ekonomi dasrah Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2024
diarahltan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan kehidupan
masyarakat Musl Rawas pasca pandemi Corona Virus Disease 19 dengan
mengedepankan upava peningkatan ketahanan ekonomi masvarakat,

pembangunan sumber dava manusia dan peningkatan penanaman modal.
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Pada Tahun 2024 ekonomi makrs Kabupaten Musi Rawas diharapkan
dapat tumbuh lebih tingsl dibandingkan Tahun 2023 dengan tetap
menjaga stabilitas kondisi ekonomi daerah.

Kondizi ekonomi di Kabupaten Musi Rawas sangat tergantung
dengan perkembangan kondisi ekonomi nasional dan global serta sangat
tergantung pada kondisi harga komoditas. Oleh sebab 1tu asums:
perekonomian  Kabupaten Musi Rawas untuk Tahun 2024
memperhitunglkan hasil analisis terhadap perekonomian global dan
nasional pada Tahun sebelumnya.

Mempertimbangkan kondizi perekonomian global dan nasional
serta berbagai indikator dini, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan
pada keseluruhan tahun 2024 diperkirakan meningkat dengan inflasi yang
tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan pada tahun 2024
diperldrakan tumbuh lebih tings dibandingkan tahun 2023 Perbaikan
alkttivitas perekonomian global dan nasional mendorong peningkatan
kinerja perekonomian Sumatera Selatan baik dari sisi permintaan maupun
lapangan usaha.

Strateg dan Arah kebijakan pencapaian pertumbuhan ekornom
Kabupaten Musi Rawas tahun 2024 sebagaimana tertuang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah tahun 2024 dilaksanakan melahn 2 (dua) si=si yaitu
Penguatan selgtor-sektor stratemis dan melahud Pencapaian pertumbuhan
ekonomi (si=1 pengeluaran).

Strategi dan Arah kebijakan pencapaian pertumbuhan ekonomi melahn
penguatan sektor-selitor stratems dilaksanakan dengan stratem sebagai
berikut:
1. Pengembangan =elktor pertanian dalam arti luas, dengan arah

kebijakan ;

*» Peningkatan produktivitas komeoditi ungeulan daerah;

# PRehabilitasi dan pengembangan jaringan irigasi;

* Penataan kelembagaan tani;

s FPercepatan pembentukan food estate;

Kebijakan Umum APBED Kab. Musi Rawas T.A 2024



2, Pengembangan Industri Pengolahan, dengan arah kebijakan ;
*» Faszilitasi kemudahan perizinan dalam berinvestasi;
s Fenerapan inovasi untuk diversifikasi dan hilirasi produl
» Peninglkatan diversifikasi, nilai tambah dan daya saing produk
hasil pertaman;
# Melalmbkan labelizasi pada produk unesulan UMKM daerah;

3. Meningkatkan aksesbilitas, konektivitas dan mutu infrastrukiuar
dikawasan ekonomi, dengan arah kebijakan :

* Peninglkatan jalan-jembatan untuk kelancaran mobilitas produlk;
* Pembangunan Infrastruktur Teknolom Informas: Komumkasd,

4. Mendorong pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi,

dengan arah kebijakan :

» Optimalisasi kawasan agropolitan center;

» Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah
kecamatan;

Stratesl dan Arah kebijakan pencapaian pertumbuhan ekonomi melalin

mi=l pengeluaran dilaksanakan dengan stratea sebagai berikut:

1. Peningkatan konsumsi rumah tangesa, dilaksanakan dengan arah
kebijakan Menjaga daya beli masyvarakat melahn bantuan pemulihan
ekonomi berupa:

» Optimalisasi pemanfaatan dana desa untuk pemulihan ekonomi
masyarakat;

» Memperlkuat sistem kesehatan masyarakat;

*» Updating data masvarakat penenima bantuan, khususnya warga
lurang mampu, sepert bantuan BLT, PKH;

2, Peningkatan konsumsi pemerintah, dengan arah kebijakan:

» Fasilitasi kemudahan perizinan, terutama industr pengolahan
o FBEfeltivitas penvaluran dan KUR

3. Peningkatan investasi, dengan arah kebijakan Efisiensi belanja

dasrah untuk peningkatan belanja modal dalam rangka

pembangunan infrastruktur kawasan strategis.
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4, Ekspor, dengan arah kebijakan Peningkatan daya saing produk
ungegulan.,

Pada Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 Folkus
Perencanaan Pembangunan Kabupaten Musi Rawas akan diarahkan
sebagal berikut -

1. Penanggulangan Kemisldonan.
Pengentasan Desa Tertinggal.
Pemenuhan Persentase Alokasi Dana Desa,
Perbaikan Pelayanan Dasar di Tingkat Kecamatan dan Desa.
Peningkatan Kondisi Infrastilttur Kecamatan dan Desa.
Peningkatan Pelavanan Publik.

Perbaikan Penvelenggaraaan Pemerintah.

@ & e m

Pengurangan Persentase Belanja Operasional dan Peningkatan

Persentase Belanja Modal.

3, Folkus Fada Program Prioritas (Frogram Nyvata dalam RPJMD 2021-
2026),

10, Penyederhanaan Jenis Program dan Kesgiatan pada Perangkat

Daerah.

Kebijakan ekonomi Kabupaten Musi Rawas di Tahun 2024 juga
akan disinergikan untuk memperkuat pelaksanaan berbagal kebijakan
Pemerintah Pusat untuk mempercepat permulihan ketahanan ekonomi dan
kehidupanan masyarakat dengan fokus pada industr, pariwizata, investasi
dan penguatan sistermn kesehatan nasional serta memperkuat pelaksanaan
kebijakan Pemerintah Provinsi Tahun 2024 untuk peningkatan
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan infrastruktur, pengentasan
kemislonan, Pembangunan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan
Peninglkatan Tata Kelola Pemerintah maka Kebijakan BEkonomi pada
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024 diarahkan untulk mendulkung
Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Stabilitas Keamanan dan Ketertiban

Utrinatn,
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2.1.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah
2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (FDRE)

Indikator utama untuk mengetahinn kondisi perekonomian
Kabupaten Musi Rawas secara makro adalah melalui data Produk
Domestik Remional Bruto (FDEB). Terdapat 2 (dua] jenis penilaian PFDEB
yvaitu atas dasar harga berlalkm (ADHB)] dan atas dasar harga konstan
(ADHK]. PDEB atas dasar harga berlalnm dapat dicunakan untulk melihat
pergeseran serta struktur ekonomi. PDRE atas dasar harga konstan
digunakan untuk mengetahw pertumbuhan ekonomi pada suatu periode
ke periode (tahun ke tahun atau triwnlan ke trwnlan). Kondisl ekonomd
suatu daerah dapat dilihat darn pertumbuhan ekonomi dan diharapkan
mengalami kenaikan setiap tahunnya. Peningkatan pertumbuhan ekononu
ini menggambarkan aktivitas ekonomi di suatu daerah dan masih dijadikan
sebagal tolalk ukur penilaian kondisi ekonomi di daerah. Selain menjadi
bahan dalam penyvusunan perencanaan, angka PDRE juga bermanfaat
untuk bahan evaluasi hasil-hazil pembansunan vang telah dilaksanakan.

Berdasarkan harga berlakn 2010, nilai Produk Domestik Regional
Bruto (FDRE] Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2022 mengalamd
kenaikan dari tahun sebelumnya, Perkembansan Produk Domestik
Regional Bruto (FDEB) Kabupaten Musi Rawas darn tahun 2018 sampal
dengan tahun 2022 dan proveksi tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada
tabel sebagail berikut:

Tabel 2.1,
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Produk Domestik Regional Bruto (PFDRE] Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha D1 Kabupaten Musi Rawas (milvar rupiah)

20158-2022
Lapangan Realisasi Proyeksi
hsaha 2018 2018 220 2021 222 2022 224
Parlanian, Kehulanan,
dan hZROF3I | BERGO0 | GBIBAB | 608485 | 65F3IFS | S04803 | G.BEFG4
Parikanan
Patlambargan dan
Periggalian RER086 | GA0680 | BBBSTT | G6.37FBL | FA6201 | 605975 | T.15.59R
Ind uslri Pengalaban 241421 | 260334 | 2TF0527 | 2BRGEB1 | 307165 | 2BES59| 332241
;’Zlgadaa” Ligttkgan 481 496 574 6.24 678 | .28 42,10
Pengadaan A, Sampah,
Limbah 1,37 147 1,58 161 166 31,18 .10
dan Daur Uang
Kanalruksi 104268 | 112088 | 110863 | 116304 | 121142 | 11BREBE | 1.37.42
Perdagangan Besardan
Botiran Reparasi Mabil 1625,12 | 1689160 | 1.78301 | 1890168 | 218810 | 198942 | 2.303.35
dan Sepeda Malor
Tranaparlasi
dsnPergudangan B0 91,07 BB O3 B399 100 B4 116,37 1473
Parnyadiaan Akamadasi T
dan Makan Minum a7 B4 65 B8 66,71 6B 44 .84 45,6 110,649
[larmasi dan
Wtk 526 G2 06 7258 74,58 KiG3 10365 130,01
dass Keugndet das g7z | 2256 |  1zamo | tver | imase | tszez | 1w
Asuranai
Feal Eslale 240 44 B3 2747 2R313 .07 HTTE 35631
Jasa Perusahaan 3,14 3,58 345 428 454 H42 .85
Adminisbas
Pamarinlahan,
Parlahanan dan Jaminan 32 06 21,04 407,30 414,43 4% 12 435,27 B3, 96
Sozal
Wajib
Jasa Pendidikan 46510 519,33 BET AT BRE.T3 BT B3 bR, 28 G544 (6
Jasa Kesahalan dan
Kegialan 120,33 131 61 146 80 160,33 160,95 2523 242 12
Sozial
Jasa lainnya 177,23 135,23 545 210,78 29,32 23360 2046
FORB 1748501 | 18.062 78 | 0.237 .20 | 2041548 | 2204212 | 26202 | 22622 58

Bumber: sl Bawas Dalam Anglea 2023 dan REKPD Kab. busi Rawas

Secara grafik Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
{(PDRPB] Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Musi Rawas selama
tahun 2015-2022 sebagaimana gambar berikut ini;
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Grafik 2.1.

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Resional Bruto Atas Dasar Harga
Konstan 2010 Kabupaten Musi Rawas, 2018-2022

Sumbay: GPE Kabopaksn Mo Ba wasda'am dogra 2023

Perkembangan laju Produk Domestik Regional Bruto (FDRB) Atas
Dasar Harga Konstan 2010 menunit lapanegan usaha di Kabupaten Musi

Rawas dar tahun 2019 sampai dengan 2022 dan proveksi tahun 2023
sampal dengan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut inn
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Tabel 2.2,
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Brute (FDRE] Atas Dasar
Harga Konstan 2010 Kabupaten Musi Rawas Menurut Lapangan Usaha
{Persen), 2013-2022

Realizasi Proyeksi

Lapangan Uzaha
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Pertanian, Kehtanan, 8200 | a0 (.96 376 4 46 3,51 3.56

Perilravian

Percatbanga e 787 | ver | wes | 167 | 398 | 401
Penggalian ; k
Industyn Pengolaban 4.51 0,75 4349 f,1% 431 4.46

Pengadaan Listrile dan Gas B,51 15,10 B.56A 6,496 10,431 1026

Pevigadasan Aly, Pengelolaan
Bampah, Limbah dan Daur 505 5. 45 2% 3.14 9.o0 005
Ulang

Konstnilesl 7,35 -1.44 1,30 2,94 4 .88 493

Peydagangzan Besar dan
Eceran; Eeparasi Mobil dan T.07 ooz Lo | 10,34 48 a7 4:85
Bepeda Motor

fransportas. dan 675 | -457 | 1wz | 757 | as7 | ses
Pergudangan ! !
Penyediaan Alromodasi dan

M Wiy 8,74 -0,56 2,13 9,11 4,05 4,11

Informaszi dan Komunilzasi 5.0 15,10 5.35 5,74 13,23 13,27

Jaza Kevangan dan

1,83 1.46 1,57 1,93 2,53 258

Asuransl z ? » G

Eeal Estate T.47 1,05 3,04 4. 496 3,43 3,47
Jaza Peruzahasn T.h% 7.61 T:05 3,54 3,54 3,27
Administras Pemerintaban,

Pertahanan dan Jaminan LI A 2,099 1,47 3,56 S.03 .08
Sozial Wajib

Jaza Pendidilzan T.1q 0,35 4 /G 4.71 470 4. .84
Jaza Keeehatan dan

Kegiatan 540 A48 512 433 T.a1 T 36
Sosial

Jasa lainnya 4 .51 1,37 1,65 =04 .91 .95
PDEEB B.ET 0,23 2.33 406 5,50 5,55

Sumber:Musi Rawas Dalam Anglea 2023 dan FKPD Kab. Musl Rawas
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Mengacu pada proveksi Tahun 2024 Nasional dan Provinsi serta
mempertimbangkan perkembangan sektor-sektor PDRE tersebut di atas,
maka pada tahun 2023 perekonomian Kabupaten Musi Rawas
diperldrakan tumbuh =eldtar 5,50 persen dan 5,55 persen pada tahun
2024,

2.1.1.2. FDRE Perkapita

Pendapatan perkapita atau juga sering disebut FDREE perkapita
adalah suatu pendapatan rata-rata dar masyarakat dalam suatu daerah.
Pengertian lain, pendapatan perkapita merupakan pendapatan yang
diterima oleh masing-masing pendudulk, dihitung dengan membam PDREE
dengan jumlah pendudulk. Pendapatan perkapita sering digunakan sebagai
tolalk ukr kemakmuran dan tingkat pembansunan suatun daerah. Semakin
besar pendapatan perkapitanya maka semakin besar kermmungkinan daerah
tersebut memilila tingkat pembansunan dan pendapatan rata-rata
penduduk vang tings,

Dengan begitu, peningkatan pendapatan perkapita diharapkan
dapat memecahkan masalah-masalah sepert pengangsuran, kemiskinan,
dan ketimpangan distnbusi pendapatan. Indikator berhasil tidaknya
pembangunan ekonomi  wilayah, dapat dilihat melalii tingginya
pendapatan masyarakat. Bahkan tingsl rendahnya pendapatan perkapita
dapat disunakan sebagal indikator penentu kemajuan wilavah, Analisis ini,
termasuk indikator terpenting wang menggambarkan perkembangan
ekonormi  wilayah, sekalisus menunjuklkan lonerja dan hasil dan
pembangunan. Untuk melhat perkembangan tinsgkat pemerataan dapat
dilihat data FDRE perkapita sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 2.3,

Produk Domestik Regional Bruto dan PDRE Perkapita
Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018-2022

Uraian 2in8 2019 2020 2 b | J
[ () 3 i4) {a) (6]
Milni PDEB
{fenka I-:'I".l
~ADLE 17495008, 75 19062 T4, 50) 19737351, % TA15 A, b 2MITIEE
- ADHE 2010 12921 7k, 39 18 A8 A 02 112552465 42 A2NET 14565
PFDRB
perkapita
{Ribu Bp)
- ADHB 43 53H 149 4304827 AR FHLZR 51.2011,04 S 484,38
= Ak 1237914 1,764,706 W74 50 15103, 11 16 263 A2
210
Pertumbuhan 15 428 280 LA 104
PDRB
perkapita
ADHE 2010

Sumber : BPS, FOREE Kabupaten Mus! Rawas Menurut Fengeluaran 2018 - 2022

PFDRE per-kapita Kabupaten Musi FEawas menunjukkan
peninglkatan dar tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah
penduduk., Indikator im1 menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap
penduduk Musi Rawas rata-rata mampu menciptakan PDRE atau (nilai
tambah)] sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara *ril” mengalami
Hluktuasi pada lkisaran 1-4 persen pada periode 2015 hingza 2022,
Pertumbuhan per-kapita pada tahun 2018 sebesar 4,54 persen, pada
tahun 2020 sebesar 2,30 persen, dan pada tahun 2022 mengalami

peningkatan sebesar 3,04 persen.

2.1.1.3. Laju Inflasi

Inflasi Provinsl Sumatera Selatan pada trowulan [ 2022 tercatat
sebesar 2,96% ivov], meningkat dibandingkan triwulan IV 2021 vang
tercatat sebesar 1,83% (vov). Realisasi tersebut lebih tingm dibandingkan
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triwulan [ 2021 yang sebesar 1,11% (yoy) maupun rata-rata 3 tahun
teralkhir vang tercatat sebesar 1,37% {voy). Peningkatan tekanan inflasi
pada triwulan [ 2022 dipengaruhi kebijakan pemernntah serta
meningkatnya mobilitas masvarakat di tengah terkendalinva pandemi
COVID-193, Inflasi pada periode laporan terutama bersumber dan kelompok
makanan, minumarn, dan tembakan serta dan kelompok perawatan pribadi
dan jasa lainnya.

Komoditas penyumbang inflasi pada tnwulan laporan adalah
minvak goreng, sewa rumah, dan bahan bakar rumah tanegega. Inilasi pada
triwulan Il 2022 diperldrakan akan lebih tinegsi dibandingkan dengan
townlan sebelumnya namun masih berada di bawah kisaran sasaran
inflasi nasional 3,021,0%. Faktor pendorong inflasi adalah meningkatnya
harga kelompok bahan makanan seiring mulal pulihnya pemmintaan
masyarakat dan penvedia jasa makan rminum serta memasuld bulan
Ramadhan dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN] Idul Fitri. Kegiatan
pengendalian inflazsi daerah akan terus dilanjutkan untuk menjaga
stabilitas harga dengan tetap berpedoman pada strategi Pengendalian
Inflasi 4K (Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran
Cistribusi, dan Komunikasi vang Efeldtid).

Laju inflasi menggambarkan kecenderungan naiknya harga
barang dan jasa secara umum yang berlangsung secara terus-mernerus
pada perode tertentu. Di provinsl Sumatera Selatan Indeks Harga
Konsumen (IHK] merapakan indikator inflasi vang dihitung setiap bulan
berdasarkan perkembangan harga barang-barang dan jasa-jasa yang
dikonsumsi rumah tangea pada 2 {dua) kota yaitu Kota Palembang dan
Kota Lubuklinggau.

Selama tahun 2022, inflasi tertingm di Kota Palembang terjads
pada pada bulan September vang mencapal 1,28 sedangkan deflasi
tertinggi terjadi pada bulan Asustus vang mencapai -0,85. Sementara di
Kota Lubuklinggan inflasi tertingsil terjadi pada bulan September vang
mencapai 1,04 sedangkan deflasi terings terjadi pada bulan Asustus vang
mencapai -0,5., dapat dilihat pada grafik berdkut:
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Grafik 2.2,
Laju Inflasi Harga Konsumen Per-Bulan di Kota Palembang dan
Kota Lubuklinggau (2018=100] (%), 2022

sumborSowre:  WPS Surve Wargs Snesumend P Saman indonesiy, Comawner Prae Sirvey

Sumber: BFS; Provins: Sumabera Selabon Dalam Angha 2023

2.1.1.4. Indeks Gini dan Kemiskinan

Indeks Gini (Gini Ratio] adalah salah satu parameter yang
digunakan untuk mensukur tingkat ketimpangan pendapatan antar
penduduk. Indeks Gimi menunjukkan pemerataan vang sempurna tingkat
pemerataan pendapatan atan semaldn tingsl pula tingkat ketimpangan
pengeluaran antar  kelompok pendudulk  berdasarkan  golongan
pengeluaran. Jadi Indeks Gini bernilai O (nol] artinya terjadi pemerataan
sempurna, sementara Indeks Gini bernilai 1 (satu] berari ketimpangan
sempurna.

Untuk mensukur kemislkdnan, BPS mengsunakan konsep
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar {basic reeds approach). Dengan
pendekatan ini, kemislkinan dipandang sebagal ketidakmampuan darn sis1

elonomil nntuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan
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vang dinkur dar sisi pengeluaran. Metode wang digunakan adalah
menghitung Garis Kemiskinan {GK), vane terdini dari dua komponen vaitu
Gariz Kemislkinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan
(GKNM). Fenghitungan Garis Kemisldinan dilaloikan secara terpisah nntuk
daerah perkotaan dan perdesaan, Penduduk miskin adalah penduduk yang
memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Gars

Kemizldnan,

Tabel 2.4.
Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Pendudulk Mislkin
[i Kabupaten Musi Rawas, 2015-2022

15

- 15871 19 19,73
- 392140 55,9 14,24
- 427595 5475 13,76
2019 47854 53,82 133
o 467 766 54,95 13,50
o 93675 57,46 13,89
) 524110 55,80 (ERT

Sambn oy P, Saree Sorvial Eloneom Hnasnal Maret/8FT-Statni indanein, Wamh Mol focieronan Sumey

Sumber: BPS: Mus! Rmons Dalam Angha 2022

Berdasarkan data yvang bersumber dan Badan Pusat Statistik
Kabupaten Musi Rawas diatas, garis kemiskinan di Kabupaten Muzi Rawas
pada tahun 2022 sebesar 524,110 rupiah /kapita/bulan, dengan jumlah
penduduk mislon sebanyak 55,80 ribu orang atau sebesar sebesar 13,34
persen, Dibandingkan dengan tahun 2021, pada tahun 2022 terjadi

perurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Musi Rawas sebesar
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1,66 ribu orang. Penurunan kemdslkinarn tersebut disebabkan oleh
berakhirnya pandemi Corona Virws Disease (Covid-19). Diprediksikan
angka kemislonan secara gradual akan menuwrun pada Tahun 2024,

diproveksikan akan turun menjadi 11,9 % pada tahun 2024,

2.1.1.5, Kesempatan Kerja dan Perngangsuran

Tingkat kesempatan kerja dan tingkat pengansguran terbuka
berhubungan erat dengan ketersediaan lapangan kerja. Semakin banvak
ketersediaan lapangan kerja, maka semalon besar kesempatan kerja bag
angkatan kerja dan semalan kecil tingkat pengangsuran, Angkatan kerja
adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yvang bekerja, punva
pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangsuran.

Pertambahan penduduk di suatu wilayah senantiasa berdampak
pada sisi negatif maupun sisi positif, Darl sisi negatf, pertambahan
penduduk dianggap sebagal fakitor penghambat pembangunan karena
memperkecil pendapatan perkapita suatn dasrah dan menambah masalah
soslal seperti kemiskinan dan pengangguran. Sebaliknya dar sis1 positif,
bertambahnya penduduk dianggap akan memacu pembansunan. Hal ini
disebabkan karena baik secara langsung maupun tidak langsung
pertambahan penduduk akan meningkatkan tHngkat konsumsi
masvarakat, Peningkatan konsumsi tersebut selanjutnya akan memacn
kegiatan produksi, dan akhirnya akan menumbuhkan akbifitas ekonoma di
suatu wilayah.

Sesual dengan RKPD Kabupaten Musi Rawas dalam tahun 2024
Tingkat Pengangguran Terbuka (TFT) jusga akan memililkd kecenderungan
trend vang menurun, Pada Tahun 2024, TPT akan berada pada angka 1,32
persen. Secara seltoral, seltor primer diperkdirakan masih alkkan menjadi

sumber utama pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas,
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2,1.1.6, Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia ([PFM)] menjadi dasar pengukuran
kemajuan pembangunan manusia, yang menjelaskan bagaimana
penduduk dapat mengakses hasil pembansunan dalam memperoleh
pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. [PM dibentulk oleh 3
{iga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan
standar.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi
Rawas, diketahui bahwa pada tahun 2022 Indeks Pembansgsunan Manusia
{IFM) Kabupaten Musi Rawas sebesar 67,785 persen naik sebesar 0,77
persen dar tahun 2021 sebesar 67,78 persen. Secara lengkap Indeks
Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provins: Sumatera Selatan
sebagaimana tabel berilout:

Tabel 2.5,

Indeks Pembansunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsl Sumatera Selatan, 2018-2022

Kabupaten/Regency

1. Ogan Komering Lu 68,01 69,45 69,32 69,60 .24
2. Dgan Kemering (e 656,57 66,96 66,82 6717 68,02
3 Muara Enbm 66,28 6, B 68,74 64,56 69,43
4 Lahat 66,99 67,62 67,44 G758 48,40
5. Must Rawas 66,18 66,92 66,79 &7,01 67,78
6. Musi Baryuasin 67,57 67,83 67,69 68,10 68,60
7. Bamyuasin 66,440 66,90 66, 74 67,13 &67.93
& OKU Selatan 64,84 65,43 65,30 65,34 H,E]'
9. OKU Timur BE.5% 65,54 59,28 69,58 10,23
0. Dgan e 66,41 61,22 67,06 (TR 67.96
11. Emipat Lawang 4,81 5,10 65,25 65,39 66,00
12. Pemukal Abab Lemnatang I 6349 64,33 64,70 6,58 65,75
13, Muist Rawas Uara 63,75 B4 32 64,49 4,93 65,74
Kota/Municipality

1. Palembang T1.R9 T84 7833 TE. T2 T0.47
2. Prabumuiih 74,04 7440 74,55 74,67 75,52
3. Pagar Alam 6762 6,44 4.1 68,68 69,60

4 Libuk Linggau 7409 4.8 1478 7489 75,53

Sombier/Soupre;  Badan Pusat Statisitk Proviresl Sematera Selaian 6805 Siodnday of Savmatenn Selotan Proence

Sumber Musi Rawas dalam Angion 2023
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2,1.2, Kondisl Ekonomd Makro Daerah Saat i

Pemerintah pusat telah melakukan berbagail upava dan kebijakan
guna percepatan pemulihan ekonomi daerah yang terkait dengan
percepatan penvediaan sarana dan prasarana layanan publik dan ekonomi
dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemisldnan
dan mengurangl kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah
termasuk pembangunan sumber dava manusia dukungan pendidilkan.

Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah melakukan upaya
percepatan penanganan dampak darl pandermu Corona Virus Disease 2013
{Covid-19) berupa dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan
penanganan Covid-19 dan prioritas lainnya termasuk pelaksanaan
vaksinasi Covid-19 serta mendulung percepatan pemulihan ekonomi
daerah.

Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Musi Rawas
tdak bisa terlepas dari tantangan dan prospek global, nasional, provinsi
dan Kabupaten Musi Rawas sendiri. Dengan memperhatikan kondisi dan
dinamilka perekonomian daerah, nasional dan global beberapa tahun
sebelumnya serta proveksi perkembangan ekonomi dasrah secara makro,
maka prospek pertumbuhan ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2023
diprediksikan dalam kondisi cukup stabil walaupun dihadapkan dengan
kondisi ketidakpastian perekonomian, Dengan memperhatikan kondisi

tersebut, indikator makro ekonomi Kabupaten Musi Rawas diproveksikan

sebagai beriloat:

Tabel 2.6,
Proveksi Target Makro Ekonomi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024
: Target Proyelcai
o Gan Tahun 2023 | Tahun 2024
1 Pertumbuhan Ekonomd
a. Range 4.5 %-5,5% 4 B9%%-5, 8%
b, NModerat 5.5% S.55%
4 Ekonomd Kabupaten Muzi Rawas
Produk Dotmestik Biruato 21.962 G2 241.382 042
3 Kemislkinan 13,065 11,9 -13, 34
4 Tingkat Penganggliran 3,15% 1,92
=y Indeks Pembanominan Manusia 63,1 88,8
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2.2. Arah Kebijakan Keuvangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20189 tentans Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, Kebijakan Umum APBD (KUA] adalah
dolmimen wvaneg memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan
pembiayaan serta asumsi yang mendasarnya untulk periode 1 (=atu)
tahun., Menurut Pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut, Pendapatan
daerah adalah semua halk daerah yvang dialkui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam pernode tahun anggaran berkenaan, sedangkan
belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah vang dialon
sebagai pengurang nilai kekayvaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan, dan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yvang perlu dibayar
kembali dan/fatan pengeluaran yvang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Arah kebijakan kenangan daerah Kabupaten Mus1: Rawas Tahun
2024 mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah
dan pembiavaan daerah. Kebijakan keuangan daerah merupakan
komporen wyang =sangat penting dalam perencanaan pembangunan
schingea analisis mengenai kondisi dan proveksi keuangan daerah perlu
dilakukan untuk mengetahuw kemampuan daerah dalam mendanai
perencanaan pembangunarn daerah, Kebijakan kenangan Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2024 secara umum disusun dalam rangka mewujudlkan arah
kebijakan pembangunan vang tertuang dalam REIMD tahun 2021-2026,
tidak terlepas dari kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang
stratemis dalam implementasi pembangunan Kabupaten Musi Rawas.
Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dan kapasitas
pendapatan asli daerah, rasio pendapatan asli daesrah terhadap jumlah
penduduk dan Prodult Domestik Regional Bruto (FDRE].

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas guna mendukung upava
percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemantapan stabilitas ekonomi
daerah, penvelenggaraan pemernntahan dan pembangunan daerah zerta
pelayanan wumum kepada masyarakat, maka kebijakan keuangan

{angzaran) dalam tahun 2024 di Kabupaten Musi REawas diarahkan untulk:
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1) Memberikan dorongan terhadap pertumbuhan perekonomian daerah
dengan melanjutkan dan memantapkan langkah-langkah konsolidasi
tiskal daerah, guna mewnjudkan APBED yang sehat dan berkelanjutan
(fiscal sustainabilify) dengan tetap memperhatilkan dan
mempertimbangkan karalteristik, kondisi obyektif dan isu-isu strategis
di daerah, disamping memperhatikan kemampuan kenangan daerah;

2) langkah konsolidasi fislkal daerah tersebut, antara lain ditempuh
melalui optimalisasi pengumpulan sumber-sumber pendapatan daerah,
peningkatan efisiensi dan efektifitas belanja daerah serta perungkatan
dan perbaikan manajemen keuangan daerah;

d) Memantapkan kondisi ketahanan fiskal daerah yang berkelanjutan
dengan cara: {a) melanjutkan langkah-langkah konsolidasifiskal dengan
menjaga tingkat defizsit yane terkendali dari aspek pembiavaan daesrah,
{b] peningkatan manajemen keuangan daerah yvang lebih efektif dan
efisiern.

4] Mengatasi masalah-masalah mendasar wyang menjadi prioritas
pembarnsunan pada BEEIJMD Tahun 2021-2026,

Mengmluti perkembangan selama tahun sebelumnya, Kebijakan

Umum APBD Kabupaten Musi Rawas perlu disusun, menvesuaikan

dengan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provingsi dan proveksi

pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan

didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKFD) tahun 2024,
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BAE III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH [APED)

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APEN

Bersumber dar Keranghka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal 2024 pada BAB IV Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal
2024, bahwa dengan mencermati dinamika perekonomian terlomi dan
prospek perekonomian ke depan serta agenda pembangunan, arsitektur
kebijakan fiskal 2024 diarahkan untuk mempercepat transformasi
ekonomi yvang inklusif dan berkelanjutan, Arah kebijakan fiskal tersebut
diternpuh melalii dua strategl utama, vaitu strateg jangka pendek dan
jangka menengah,

Stratesi kebijakan jangka pendek difolouskan untuk mengatas:
berbagai tantangan dan memperkolkoh fondasi agar transformasi ekonomi
dapat berjalan optimal, wvaitu densan difokuskan pada percepatan
penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan stunting,
penegendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Arah kebijakan jangka
menengah difolmuskan untuk mendukung penguatan kualitas SDM fhruman
capitall, akselerasi pembansunan infrastruktur (physical  capital),
mendorong aktivitas ekonomi bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi
sumber daya alam (natural copifall, dan reformasi kelembagaan dan
simplifikasi regulasi finstitutional reform), serta mendorong ekonorm lijan
{green econamy).

Dengan memperimbangkan berbagai risiko dan potensi
keberlanjutan ekspansi ekonomi nasional tahun depan, Pemerintah
mengusulkan ldsaran indikator ekonomi makro vang akan digunakan
sebagal asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024 sebagal
berikut:

- pertumbuhan ekonomi 5,3 persen hingga 5,7 persen;

- infla=i 1,5 persen hingga 3,5 persern;
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- milai tukar Rupiah Bpl4. 700 hingga Bpl5.300 per USD;

- tngkat sultn bunga SEN 10 Tahun 6,43 persen hingega 6,91 persen;
- harga minvak mentah Indonesia USDY5 hingga USDES per barel;

- Aifting minyalk bumi 537 ribu hingga 652 ribu barel per hari dan

- lifting gas 399 nbu hingga 1,054 juta barel setara minyak per har,

Mencermati dinamika perekonomian terkdni dan prospek
perekonomian ke depan, serta arah agenda pembansunan, maka arsitektur
kebijakan fizskal +tahun 2024 diarahkan untuk “Mempercepat
Transformasi Ekonomi wang Inklusif dan Berkelanjutan® Untuk
mendulkung arah kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, ditempuh melahn
opimalisasi tiga fungsi utama APBN, vakmi alokasi, distrbusi dan
stabilisasi.

Dalam APBN 2024, Fungsi alokasi diarahkan untuk mendulming
transformasl cekonomi melahi percepatan reformasi strultural, yang
meliputi; perningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan
infrastrulkthar, serta perbaikan kelembagaan dan resulasi. Fungsi stabilisasi
terkait erat dengan peran APBN sebagai shock absorber terhadap gejolak
vang terjadi, termasuk pengendalian inflasi, sehingea dapat memberikan
fundamental yang kuat untuk peningkatan resiliensi serta akseleras:
pertumbuhan ekonomi, Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk
mendulkung berbagal program afirmasi dalam rangka penurunan tingkat
kemislinan, penghapusan kermmiskinan ekstrem, dan penurunan stunfing.

Kinerja pertumbuhan ekonomi yvang eemakin kuat, vane didorong
oleh keberhasilan transformasi ekonomi, akan mampu meningkatlkan
pendapatan negara. Pendapatan negara diperkdrakan mencapal antara
11,81 persen hingga 12,38 persen dari PDBE, sementara belanja negara
mencapai rentang antara 13,97 persen hingza 15,01 persen dari FDB.
Keseimbangan primer terus diupayakan bergerak menuju positif, pada
khisaran defizit 3,43 persen hingga surplus 0,003 persen dari FDE.

Untuk mendukung kebijakan fiskal yvang tetap ekspansif, terarah,
dan terukur dalam rangka percepatan transtormasi ekonomi, defsit

direncanakan berkisar 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDE.
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Sementara itu, upaya untuk mendorong pembiayaan yang pruden, kreatif,
inovatf, dan berkesinambungan ditempuh antara lain dengan
mengendalikan rasio utang dalam batas manageable di kKsaran 38,07
persen hingga 38,97 persen dari POB.

Efektivitas kebijakan {fiskal dalam mendukung akselerasi
pertumbuhan ekonomi nasional akan dapat membantu menurnkan
tingkat pengangmiran terbulka tahun 2024 pada khisaran 5,0 persen hingga
5,7 persen., Sementara itu, angka kemuslanan diperkirakan akan berada
pada rentang 6,5 persen hingga 7,5 persen. Rasio Girnd diperlarakan terus
membaik dalam rentanes 0,374 hingga 0,3277. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) pada tahun 2024 juga ditargetlkan selatar 73,39 hingesa
74,02, Selain itu, Milai Tukar Petani (NTF) dan Nilai Tukar Nelayan (NTHN)
uga ditaregetkan untuk terus meningkat, masing-masing pada rentang 105

hingga 108 dan 107 hingza 110,

3.2. Asumnsl Dasar yang Digunakan dalam APED

Untulk mendukung tema pembansunan Kabupaten Musi Rawas
tahun 2024 wyaitu “Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Stabilitas
Eeamanan dan Ketertiban Umum®”, maka prioritas pengsunaan angearan
tahun 2024 diarahkan untuk mendanai kegiatan vaneg bertujuan untulk
pemulihan ekonomi daerah untuk pengentasan kemisldnan ekstrem,
penangsulangan stunting serta mendukung kemiatan pelavanan publik
untuk menciptakan keamnaan dan ketertiban umum dalam rangka
pelaksanaan Pemiihan Umum, Pernilihan Presiden dan Pemilihan Kepala
Daerah serentak pada tahun 2024,

Asumsi dasar vang digunakan Pemerintah Kabupaten Musi
Rawas dalam penyusunan AFBED Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada

proveksl pertumbuhan ekonomi makro Kabupaten Musi Rawas tahun 2024
sebagal berikut:
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: Target Proveksi
i i Tahun 2023 | Tahun 2024
1 Pertuimblihan Ekotiomi
a. Hange 4.5 %-5.5% 4.8 %-5.8%
k. Noderat S5 % 3,55 9%
2 Ekonomd Kabupaten Musi Rawas
Produk Domestik Bruto 21.262 062 21.262 .02
3 Kemiskinan 13,05 11,9 -12, 34
4 Tingkat Pengangguran 3,13% 1,94
> Indeks Pembanoinan Manusia 68,1 688

Arah kebijakan kenangan daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2024 mencakup arah dan kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah
dan pembiavaan daesrah, Kebijakan keuangan daerah merupakan
komponen wvang sangat penting dalam perencanaan pembangunan
sehingga analisis mengenal kondisi dan proveksi keuangan daerah perlu
dilakukan wuntuk mengetahul kemampuan daerah dalam mendanai
perencanaan pembangunan daerah, Kebijakan keuangan Kabupaten Musi
Rawas Tahun 2024 secara uwmum disusun dalam rangka mewujudkan arah
kebijakan pembansunan yang tertuang dalam BEKPD Kabupaten Musi
Rawas tahun 2024, tidak terlepas dan kapasitas fiskal daerah sebagad
salah satu penopang strategis dalam implementasi pembansunan
Kabupaten Musi Rawas. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat
dinkur dari kapasitas pendapatan aslh daerah, rasioc pendapatan ash
daerah terhadap jumlah pendudulk dan Produk Domestik Regional Bruto
(PDRB].

Rencana pendapatan daerah wang dituangkan dalam APBED
merupakan perlaraan vang terukur melalin proses analisis secara efeldhif
untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana
pembangunan dasrah. Oleh karena itu, pendapatan daesrah wyang
diangsarkan dalam APBD Kabupaten Musi Rawas merupakan perkiraan
terulr secara Nasional yang dapat dicapal untuk setiap sumber
pendapatan,

Pengalokasian belanja daerah oleh pemerintah Kabupaten Musi

Rawas tahun 2024 disesnaikan dengan asumsi ekonomi makro, kebutuhan
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penyelenggaraan daerah, prioritas kebutuhan pembangunan dan
mengluti  ketentuan perundangan  berlalu.  Prioritas penggunaan
angearan tahun 2024 diarahkan untuk mendanai kemiatan dalam
memenuhi tema pembansunan Kabupaten Musi Eawas Tahun 2024,
Selain itu juga untuk mendulung kemiatan pelayanan publik dan
untuk mendulkung pencapaian prioritas nasional vane tertuans dalam
REJMN di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan dan
pembangunan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan
infrastruktur guna mendukung ekonomi kerakyvatan dan pemerataan
pertfumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk pernulihan ekonomi alabat

dampal: Pandemi Covid 19 demi mewujudkan masyvarakat Musi Rawas
vang Maju, Mandiri dan Bermartabat (MANTAB) berdasarkan REJMD
Kabupaten Musi Rawas 202 1-2026.
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BAE IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproveksikan
Untuk Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2013
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri nomor 77 tahun 2020 tentane Pedoman Teknis FPengelolaan
Kenangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (AFBD)
adalah rencana keuangan tahunan daerah vans ditetapkan dengan
Peraturan Daerah. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas
pendapatan daerah, pengeluaran daerah dan pembiavaan daerah, APED
menjadi dasar bag pemerintah daerah dalam melakukan penernimaarn dan
pengeluaran daerah.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah wvang diakan
sebagal penambah nilal kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran
berkenaan, meliput semua penerdmaan nang melalil Rekening Kas Umum
Daerah vang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan
lainnya yang sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dialnn sebagal penambah elnntas yvang merupakan hak daerah dalam 1
{satu) tahun anggaran.

Rencana pendapatan daerah yang dituangkan dalam APBED
merupakan perlaraan vang terukur melalin proses analisis secara efeldhif
untuk mengetahinl kemampuan daerah dalam mendanal rencana
pembangunan daerah. Upaya vang digunakan untuk memenuhi target
pendapatan dilakukan antara lain, penelitian potensi pendapatan daerah,
pembebasan dan penvederhanaan prosedur pajak dan non pajak,
pembebasan  sanksi  admonistrasi berupa  denda  dan bunga,

operasionalisasi penagihan pajak daerah door fo door,
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Perencanaan pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 disusun
dengan kebijakan, sebagai berilout:

a, Pendapatan daerah vang dianggarkan dalam AFBD Tahun Anggaran
2024 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum
daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan
lainnya vang sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
dialnn sebagai penambah elmiitas vane merupalkan hak daerah dalam 1
{zatu) tahun anggararn.

b. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerntahan daerah,
hidang urisan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompolk, jenis,
objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah, dengan
struktur sebagal berikot:

FENDAPATAN DAERAH
1. Pendapatan Asli Daerah
a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
t. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yvang dipisahlkan;
d Lain-lain Pendapatan Asli Dasrah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
1} Dana Perdmbangan
a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DEH)
b] Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)
c] Dana Transier Khusus-Dana Aleokasi Khusus (DAK) Fisik
d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK)] Non
Fisik
2) Dana Insentif Daerah (DID);
3] Dana Desa
4| Insentf Fiskal
b. Pendapatan Transfer Antar-Daerah
1) Pendapatan Bag Hasil;, dan

2] Bantuan Keuangan

Lid
h
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3. Lain-lain Pendapatan Daerah yvang Sah

a. Hibah;

b. Dana Darurat;

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan
c. Strultur pendapatan daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1] Pendapatan Asli Daerah (PFAD), merupakan pendapatan yvang diperoleh
daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
dengan memperhatikan kebijakan:

a) Perencanaan Penganggaran pajak daerah:

(1) Pajak daesrah ditargetkan dengan berpedoman pada Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Fajak Daerah dan
Retribusi Daerah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yvang berlalku lainnya,

(2] Penetapan target pajak daerah hams didasarkan pada data
potensl pajak daerah mempertimbangkan paling sedilat
kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah.

3) Dalam ransgka mengoptimalkan pajak daerah, Pemernntah
Daerah melakukan ekstensifikasi danintensifikasiatas kegiatan
pemungutan mulai dar penghimpunan data objek dan subjek
pajak, penentuan besarnya pajak vaneg terutans sampail
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya, dengan berbasis teknolog,

{4 Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan atau yang
disebut nama lainnya yvang dipersamakan dengan pungutan di
har wyang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan.

b] Penganggaran retribusi daerah:

(1) Penetapan target retribusi daerah ditargetkan dengan
berpedoman pada Undang-Undans Nomor 28 Tahun 2008
tentang Fajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang
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Nomor 1 tahun 2022 tentanes Hubungan Keuangan Pusat dan
Daerah serta ketentuan peraturan perundang-undanean vang
berlaku lainnyva.

{2) Penetapan target retribusi daerah hamis didasarkan pada data
potensi retribusi daerah serta memperhatikan perlkiraan asumsi
makro, seperti pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun
2024 dan tarf retribusi  bersangkutan wvaneg dapat
mempengaruhi target pendapatan retribusi daerah,

{3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tanf retribusi jasa umum
ditetapkan dengan memperhatilkkan biava penvediaan jasa yvang
bersangkutan, kemampuan masyvarakat, aspek keadilan, dan
efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4] Prinsip dan sasaran dalam penetapan besamya tanf retribusi
jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh
keuntungan yaneg lavak sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undarngan,

{5) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan
tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atan
seluruh  biaya penyvelengzaraan pemberian  izmn yang
bersanglutan sesual dengan ketentuan peraturan perundans-
undangan.

{®) Penetapan target penerimaan daerah wyang bersumber dard
retribusi pelayanan persampahan/kebersihan memperhatikan
tarf retribusi bersangkutan.

{7) Perhitungan tarf retribusi pelayanan persampahan/ kebersihan
mempertimbangkan biaya penanganan sampah sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8] Dalam rangka mengoptimallkan retribusi daerah, Pemerintah
Daerah secara bertahap akan melalukan pengelolaan retribusi
dengan berbasis teknolog informasi.

c] Penganggaran hasil pengelolaan kekavaan daerah yvane dipisahkan
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(1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
penerimaan daerah atas hasil penvertaan modal daerah.

2] Kebijakan pengansgaran hasil pengelolaan kekavaan daerah
vang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai
kekavaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat
ekonomi, sosial dan/atan manfaat lainnya dalam jangka waktn
tertentu.

d] Pengangearan Lain-lain PAD Yang Sah

{1) Lain-lain PAD vang sah merupakan penerimaarn daerah selain
pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekavaan
daerah yang dipisahkan.

2) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD wyang sah,
Pemerintah Daerah dapat mengoptmalisasikan pemanfaatan
barang milik daesrah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah
{(BGS) /Bangun Serah Guna (BS5G), Kerja Sama Pemanfaatan
(KSP) dan Kerja Sama Penvediaan Infrastrulktur (KSFI) sesuai
dengan peraturan perundang-undangan mengenal barang milik

dasrah.

2) PFendapatan Transfer
3] Pendapatan transfer merupakan dana yvang bersumber dan
pemerintah pusat dan Pemenntah Daerah lainnya.
b] Pengangearan pendapatan transfer memperhatikan kebijakan:

{1]) Perencanaan target pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)
dianggarkan paling tHnge sesual dengan alokasl vang
ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenal Rincian AFBN
Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menternn Keuangan
mengenal Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau
informasi resmi mengenai alokasi DBH-FPajak Tahun Anggaran
2024 wyaneg dipublikasikan melahn portal Kementerian
Keuangan, dengan memperhatikan kemuneglkinan realisasi

penerimaan negara vang dinamis.
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{2] Perencanaan target pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)
dianggarkan sesuail dengan Peraturan Presiden mengenai
Rincian AFBN Tahun Anggaran 2024 atan informasi resmi
mengenai  aleokasi DAU  Tahun Anggaran 2024  yang
dipublikasikan melal portal Kementerian Keuangan,
dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar
daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka
pelaksanaan desentralisasi sesual dengan ketentuan peraturan
perundaneg-undanean.,

{3 Perencanaan target pendapatan Dana Alokasi Khusus [(DAK)
diangearkan sesual dengan Peraturan Presiden mengenal
Rincian AFBN Tahun Anggaran 2024 atan informasi resmm
mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024
vang dipublikasikan melalni portal Kementerian Keuangan,
untuk mendanai kegiatan khusus vans merupakan urusan
daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

(4] Perencanaan target pendapatan Dana Insentif Daerah (DID)
dianggarkan sesuail dengan Peraturan Presiden mengenai
rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menten
Kenangan mengenal tata cara pengalokasian Dana Insentif
Daerah Tahun Anggaran 2024 ataun informasi resmi mengenal
alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2024 yang
dipublikasikan melali portal Kementerian Keuangan, DID
dialokasikan berdasarkan knteria tertentu dengan tujuan
untuk membernkan penghargaan atas perbaikan dan/ataun
pencapaian lanerja tertentu.

(5] Perencanaan target pendapatan Dana Desa dianggarkan sesual
dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun
Anggaran 2024 gtan informasi resmi mengenai alokasi Dana
Desa Tahun Anggaran 2024 vang dipublikasikan melahu portal
Kementeran Keuangan., Dana Desa diperuntukkan bag desa

vang ditransfer langsune ke rekening kas desa dan disunakan
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untuk membiayal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunar, pembinaan kemasvarakatarn, dan
pemberdavaan masvarakat sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

{6) Perencanaan tareset pendapatan Transfer Antar Daerah berupa
Pendapatan Bag Hasil merupakan dana vang dialokasikan
berdasarkan ansgka persentase tertentu sesuzi dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan
berdasarkan penganegaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah
dalam AFBED pemerntah provinsi Tahun Anggaran 2024 atan
didazsarkan pada pengangearan Bag Hasil Pajak Daerah Tahun
Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bag Hasil
Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022,

{7] Perencanaan tareet pendapatan Transfer Antar Daerah berupa
Bantuan Keuangan merupakan dana vang diterima dard
Pemerintah Daerah Lainnva baik dalam rangka kerja sama
daesrah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan,
dan/atau tujuan tertentu lainnya, dard Pemernintah provinsi

atau pemerintah kabupaten/kota lainnya.

3] Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
a) lain-lain pendapatan daerah vang sah merupakan pendapatan
daerah selain pendapatan asli dasrah dan pendapatan transfer.
b) Kebijakan pengangearan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
memperhatikan kebijakan:

{1) Perencanaan target pendapatan Hibah merupakan bantuan
berupa wuang, barang dan/ataun jasa vyang berasal dan
pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masvarakat, dan
badan nsaha dalam negerd atau luar neger vang tidalk mengikat
untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.
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(2] Penerimaan hibah termasuk sumbangan dar pihak lain yang

tdak mengikat, tdak berdasarkan perhitungan tertentu, dan

tdalk mempunyal konsekuensi pengeluaran atan pengurangan

kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak

menyebabkan ekonomi biaya tingsi,

(3] Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuail dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

4.2, Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah [PAD),

Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Tahun Anggaran 2024, pendapatan daerah ditarsetkan sebesar
Rp.1.736.087 863 .466,- (satu triliun tujuh ratus tiga puluh enam milyar

delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tiga ribu empat ratus

enam puluh enam rupiah). Pendapatan daerah terdini dari Pendapatan Asli

Daerah, Pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah,

dengan rincian sebagaimana tabel beriloat:

Tabel 4.1,
Proveksi Pendapatan Daerah Kabupaten Musi Rawas

Tahun Anggaran 2024

PEREENTARE
KIE,_:IEE_JKE TRATAN RAPBDRTA' L DART TOTAL Ket
(Rp) PENDAPATAN
1 2 3 4 5
4 Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah 242 574,27V 1.632 14,32
4.1
[FAD)
4.1.01 | Pajalk Daexrah 135.601.016.413 T.51
4.1.02 | Fetribusi Daesrah 4.126.205.805 0,24
2102 Hasil Pengelolaan Kelsayaan BBL0.T46 489 0,51
3 Daexah Yang Dipizahlean
4.1.04 | Lain-Lain PAD yang Sah 99956302 922 =, 76
4.2 PENDAPATAN TRANEFER 1.487.513.591.834 85,68
4501 Pendapatan Transfer 1.3594 921,193 400 80,35
e Pemevintah Pusat
Pendapatan Transfer Antar 92 592355 434 £33
4202
Daexah
4.3 LATHN-LATN FENDAPATAN
) DAERAH YANG BAH
4.3.01 | Penudapatan Hibah - .00
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Target pendapatan daerah pada orgarisasal perangkat daerah diuraikan

Lain-lain Pendapatan Sesual z 0,00
4.3.03 | dengan Ketentuan Peraturan

Perundang-Tndangan

TOTAL PENDAFATAN 1.736.087.8B63.466 100,00

DAFRAH

sebagaimana tabel berilout:

Tabel 4.2,

Proyeksl Pendapatan Daerah

Pada Organisasi Perangkat Dasrah Tahun Anggaran 2024

NO. NAMA OFD RAFBD TA. 2024 {Rp)
1 2 3
1 | Dinaz Kesehatan TTBELOD.096 46T
- Dinas Kezehatan 25550096 487
- E3 Dr. Sohirin 2. 250.000.000
o Dinas Pekerjaan Llrmu.m Cipta Karya, Tata  EA0 2TG. T
Fuang dan Pengairan
3 | Dinag Pekerjaan Umnm Bina Marga 434 210618
4 | Dinag Linglingan hidup 2121.220.000
& | Dinag Perhubungat 105 4G5 Q00
& | Dinas Kebudayaan dan Pariwizata BE.BAE.TL0
7 | Dinas Perikanan BH.421 885
8 | Dinas Pertanian dan Peternakan 142 500.000
% | Dinag Perindustrian dan Perdagangan c67 1350900
10 Badan Pengelola Kenangan dan Aset
Daegrah 1.511.232.615.705
i1 Badan Pengelola Pajak dan Retribusai
Daerah 135601 016,413
TOTAL PENDAPATAN DAERAH 1.T3E.087.B63. 466

4.2.1. Pendapatan Asli Daerah [PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD] pada APBD Induk Tahun
Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.248.574.271.632,- (dua ratus
empat puluh delapan milyar lima ratus tujuh puluh empat juta dua ratus
tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga puluh dua rapiah), Pendapatan Asli
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Daerah terdird dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan
Keuangan Daerah vang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah

Yang Sah, dengan rincian sebagaimana tabel berilkut:

Tabel 4.3,
Proveksi Fendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE N
FEK URAIAN RAPBD TA. 2024 {Rp) KET
1 2 3 4
4.1 Pendapatan Asli Daerah [PAD) 248.574.271.632
41.01 | Pajak Daerah 135.8601.016.413
41.02 | Retribuzi Dasrah 4126 205 808
- | Hasgil Pengelolaan Kelkayaan Daerah B.BY0.T46 489
4.1.03 i
Yang Dipisahkan
4.1.04 | Lain-Lain PAD yang Sah B9 956 302922
TOTAL PENDAPATAN ABLI 248 574,271,632
DAERAH

4.2.2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada APED Induk Tahun Anggaran 2024
ditargetkan sebesar Rp.1.487.513.591.834,- (satu trliun empat ratus
delapan puluh tujuh milvar lima ratus tiga belas juta lima ratus sembilan
puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh empat rupiah). Pendapatan
transfer terdiri dan transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah,

dengan uraian sebagaimana tabel berilut:

Tabel 4.4,
Proveksi Pendapatan Transfer Pemerintah Tahun Anggaran 2024

KODE RAPBD T4 2024
o TTRATAN el KET
1 2 3 4
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.487.513.501.834

4201 Pendapatan Transfer Pemerintab Pusar 1.394.921 193400

4.2.02 Pexidapatan Transfer Antar Daerah 92 5092 395434

TOTAL PENDAPATAN TRANSFER 1.487.513.591.834
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4.2.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada RAPBD Induk Tahun Anggaran 2024 tidak ada target lain-
lain pendapatan daerah yang =ah.
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BAB V
EEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Mempedomani Peraturan Menterd Dalam kerangka sinerm dan
penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan
berdasarkan target ldnerja pelayvanan publk tHap-tiap uwrusan
pemerintahan vane difokuskan pada priortas pembansunan vang telah
ditetapkan dalam RKFPD serta tidak dilaknkan berdasarkan pertimbangan
pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi angsaran
pada tahun anggaran sebelumnya.

Berkaitan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memiokuskan
pencapaiarn target pelayanan publik, perangkat dasrah mengangsarkan
program, kegiatan dan sub kemiatan vaneg menjadi kewenangan daerah
berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah vang berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wapb terkait dengan
pelavanan dasar publik terkait pemenuhan belanja mandatory spending
dan pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal {SEM] dan pencapaian
sasaran pembangunan, tanpa harus menganggarkan seluruh program,
kegiatan dan sub kemiatan vang menjadi kewenangan daerah. Program,
kegiatan dan sub kemiatan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib
vang tidak terkait pelayanan dasar dan urusan pilihan dapat dialokasikan
setelah mempertimbanegkan pemenuhan urusan pemerintahan wajb vang
terkait dengan pelayanan dasar publik.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2013
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Belanja Daerah adalah semua
kewajiban Pemerintah Daerah wvang dialouni sebagal pensurang nilai
kekavaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan meliput semua
pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah vang tidak perlu diterima

kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnyva yang sesual dengan
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ketentuan peraturan perundang-undangan diakul sebagal pengurang
elutas vang merupakan kewajiban dasrah dalam 1 {satu) tahun anggaran,

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang
terdiri dan wrusan pemerintahan wajib dan wrasan pemenntahan pilihan
sesuai  dengan  ketentuan peraturan perundane-undangan. Urusan
pemerintah wajib meliputi urusan pemenntahan wajib yang terkait
pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib vaneg tidak terkait
pelayanan dasar. Belanja daerah untuk pendanaan urmsan pemerintah
walib terkait pelavanan dasar dialokasikan dengan priontas pemenuhan
Standar Pelayanan Mirmumal, dan belanja daerah untuk pendanaan urusan
pemerintahan wajib tidak terkait dengan pelavanan dasar dialokasikan
sesual derngan kebutuhan daerah. Belanja daerah untuk pendanaan
Urnsan pemerntahan pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas dan
potensl yang dimilild daerah,

Berpedoman dengan Peraturan Menterd Dalam Negerl Nomor ..,
tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024,
Kebijakan pemerintah daerah dalam penyusunan belanja daerah Tahun
Anggaran 2024
a. Belanja daerah disusun dengan mengsunakan pendekatarn:

1) Kerangka pengeluaran jansgka menengah daerah; bahwa belanja
daerah dilaksanakan dengan menyusun praldraan maju  yang
dilakulzan secara bertahap,

2] Penganggaran terpadu; bahwa belanja daerah berisi perkiraan
kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang
direncanakan dalam tahun anggaran berkutnya dam tahun anggaran
vang direncanakarn,

3] Penganggaran berbasis ldnerja; bahwa belanja daerah dilakukan
dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan
keluaran vang diharapkan dard kegiatan/sub kemiatan, hasil dan

manfaat vane dimanfaatlkkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil

leeluaran,
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b, Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesual
dengan prioritas dan kebutuhan daerah vang berorientasi pada
pemenuhan kebutuhan wrisan pemernntahan wajib yvang terkait dengan
pelavanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembansunan.

c. Belanja untuk kebutuhan pemenntahan wajpb yang terksit dengan
pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk
pencapian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat
dialokasilkan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wapb vane tidak
terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan
setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan Urisamn
pemerintahan wajib yvang terkait dengan pelayanan dasar publik,

d. Alokasi anggaran untuk sebtiap perangkat daerah ditentukan
berdasarkan target kinerja pelayvanan publik masing-masing urusan
pemerintahan dan tdak dilakukan berdasarkan pertimbangan
pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran
pada tahun anggaran sebelumnya.

g, Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayvanan publik
perangkat daesrah tidak harus mengangsarkan seluruh program dan
kegiatan vans menjadi kewenangan dasrah,

f Belanja daerah haris mendubing target capaian prioritas pembangunan
nasional Tahun 2024 sesual dengan kewenangan masing-masing
tngkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan ursan
Pemerintahan Daerah wyang menjadi kewenangan daerah, dan
kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka pemulihan dampak
Corona Virus Disease 19.

2. Pemerintah Daerah menetaplkan target capaian kinerja setiap belanja,
baik dalam konteks dasrah, SKFD maupun program dan kegiatan
dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tHdak harus
menganggarkan seluruh  program  dan  kegiatan  vang menjadi
kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan almintabilitas
perercanaan anggaran dan memperjelas  efelktifitas dan ehisiensi

PENESUNEAN ANEEArar.
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h. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional,
analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan
standar lanerja ASN pada Pemerintah Daerah.

1. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar
harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan,
kepatutan, dan kewajaran.,

k. Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habiz Paka: (BMHE) dalam
ranegka pelavanan kesehatan dilaksanakan secara alkuntabel dengan
mempertimbangkan {fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah =esuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Standartunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan
mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang
bersanglkutan,

mAnalisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas
beban kerja dan biaya yvang digunakan untuk melaksanakan suatn
kegiatan,

n. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai uwrusan
pemerintahan daerah tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuam
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o. Belanja daerah vang berasal dan Transfer Ke Daerah (TKD)] vang telah
ditentukan pengerunaanya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja dasrah dinnel menurit urusan Pemerintahan Daerah,
bidang nrusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub
kemiatan, kelompolk, jenis, objek, rincian objek, dan sub rncian objek
belanja daerah, dengan struktur Belanja daerah Kabupaten Musi Rawas
pada tahun anggaran 2024 terdiri dari:

BELANJA DAERAH

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai;
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b, Belanja Barang dan Jasa;

t. Belanja Hibah; dan

. Belanja Modal

a. Belanja Tanah;

b. Belanja Peralatan dan Mesin;

c. Belanja Bangunan dan Gedung;
d. Belanja Jalan;

e, Belanja Irngasi dan Jarngan;

I Belanja Modal Aset Tetap Lainnva.

3. Belanja Tidak Terduga

. Belanja Transfer
a, Belanja Bagi Hasil;
b. Belanja Bantuan Keuangan.
Strulstur Belanja dasrah diuraikan sebagal berilout:
. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan

sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek,

terdiri dari:

- Belanja Pegawail
Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada
Kepala Daerah, Waldl Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPFRD,
serta pegawal ASN dan ditetapkan sesuail dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Terdiri dari gaji/uaneg representasi dan
tunjangan, tambahan pengahsilan pegawal ASN, belanja penerimaan
lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan Walal
Kepala Daerah, Insentif pemunegutan pajak daerah dan retribusi
daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan
perundang-undangan, dan honorarium.

- Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang dan jaza digunakan untuk menganggarkan pengadaan
barang/jasa vang nilal manfaatnya kurang dar 12 {dua belas) bulan,
termasuk barang/jasa vang akan diserahkan atau dijual kepada
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masyvarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan
program dan kegiatan Pemerntahan Dasrah guna pencapaian sasaran
priontas daerah vang tercantum dalam RPEIJMD pada SKPD terkait
serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan
dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemenntahan wajib dan
Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesual dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

2, Belanja Modal

Belanja Modal merupakan  belanja  vang digsunakan untuk

menganggarkan pengeluaran vang dilalnikan dalam rangka pengadaan

aset tetap dan aset lainnva dengan masa manfaat lebih dand 12 (dua
belas) bulan, terdiri dari:

Belanja Modal Tanah

Digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan
maksud untuk dipakal dalam kemiatan operasional Pemerintah
Dacrah dan dalam kondisi siap dipakai

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup
mesin dan kendaraan bermotor, alat elelktronik, inventars kantor, dan
peralatan lainnya yane nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih
dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencalkup
seluruh sedung dan bansunan yang diperoleh densan maksud untuk
thpakal dalam kegiatan operasional Pemenntah Daerah dan dalam
kondisi siap dipalkai.

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan [ngasi

Cigunakan untuk menganggarkan jalan, jarngan dan irdgasi

mencakup jalan, jaringan dan irigasi vang dibanegun oleh Pemerintah
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Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan
dalam kondisi siap dipakai.

- Belanja modal aset tetap lainnya.
Digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup azset
tetap vane tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap
Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Gedung, dan Jalan
jaringan dan irigasi, vang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan
gperasional Pemerintah Daerah dan dalam kondizi siap dipakai.

- Belanja Modal Aset Tidak berwujud
Digunakan untuk mengangearkan aset tetap vang tidak memenuhi
krteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesual
dengan nilail tercatatnya.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darrat

termasuk keperluan mendesak vang tidak dapat diprediksi sebelumnya

serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerdmaan daerah

tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah

kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atan dan Pemerintah Daerah

kepada pemerintah desa, terdin dari;

- Belanja Bagl Hasil
Digunakan untuk menganggarkan bagl hasil yang bersumber dard
pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota Lkepada
Fermnerintah Desa,

- Belanja Bantuan Keuangan
Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesual dengan
kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan
belanja ursan pemerintahan wajib dan uwrusan pemerintahan pilihan
serta alokasi belanja yvang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan, kecuali ditentukan lain sesual dengan  ketentuan

peraturan perundang-undangan.

r._.ﬂ
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Kebijakan Pemerintah Kabupaten DMusi Rawas  terkait
perercanaan pengangearan belanja memperhatikan hal-hal sebagm
berikut:

1. Kebijakan Perencanaan penganggaran belanja pegawal memperhatikan
hal-hal sebagail berikut:

a, Pengangearan untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta
memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokeok dan tunjangan ASN
serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjansan har rava.

b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon
ASN (PNS dan PPPE) =esuai dengan formasi pegawal Tahun 2023,

c. PFenganggaran belanja pegawal untuk kebutuhan kenaikan gaji
berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawail
dengan memperhitungkan acress vang besarnyva maksimum 2,5%
{dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawal untuk gaj pokok
dan tunjangan.

d. Penganggaran penyelengearaan jarminan kesehatan bagi Kepala
Daerah/walal Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta
ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

e, PFengangearan penyelenggaraan jarmminan  kecelakaan Lkerja dan
kematian bagi Kepala Daerah/walal Kepala Daerah serta pimpinan
dan anggota DFRD serta ASN/PNS dan PFPK dibebankan pada APBD
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawal ASN
memperhatiktan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh
persetujuan DFRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undarngan.

. PFenganggaran Insentif Pemuneutan Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Penganggaran honorarium  memperhatikan asas  kepatutan,

kewajaran, rasionalitas dan efeldifitas dalam pencapaian sasaran
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program dan kegiatan sesual dengan kebutuhan dan waktn

pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapail target kinerja kegiatan,

2. Kebijakan Perencanaan penganggaran belanja barang dan jasa
memperhatilkkan hal-hal sebagai berikut:

a, Belanja barang digsunakan untuk mengangsarkan pengadaan barang
berupa barang palkai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas
dipalai. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan
dengan kebutuhan nyata vang didasarkan atas pelaksanaan tugas
dan fungs1 SKPD, standar kebutuhan vang ditetapkan oleh Kepala
Daerah, jumlah  pegawai dan  volume  pekerjaan  serta
memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran
2021 sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangarn.

b. Belanja jasa disunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa vang
nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan vang dibatasi serta didasarkan
pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan
memiliki peranan dan kontrbusi nyata terhadap pelaksanaan sub
kegiatan dan pencapaian target lanerjanya,

c. Belanja pemeliharaan digunakan untuk menganggarkan
pemeliharaan barang milik daerah vang berada dalam pensuasaan
pengelola barang perngsuna barang atau kuasa pengsuna barang
berpedoman pada daftar kebutukan pemeliharaan baranes sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangar.,

d. Belanja perjalanan dinas disunakan untuk menganggarkan belanja
perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar
negenn dengan memperhatikan aspek pertangsungjawaban sesuai
dengan biava riil atan lumpsum. Standar satuan biava untuk
perjalanan dinas dianggarkan sesuail dengan ketentuan peraturan
perundaneg-undangan. Penvediaan alokas: anggaran untuk perjalanan
dinas termasuk wvaneg mengilutsertalkkan Non ASN, ketentuan
perjalanan dinas Non ASN ditetapkan dengan Peraturan Kepala
Daerah.
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g, Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada TPihak
Ketiga /Pihak Lain/Masvarakat digunakan untuk mengangsgarkan
Uang dan/fatan Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak
Lain/Masvaralkat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran,
rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program,
kegiatan dan sub kegiatan sesuail dengan kebutuhan dan waltn
pelaksanaan sub kemiatan dalam rangka mencapai target ldnerja sub
kemiatan dimalksud.

f. Pengembangan pelayvanan kesehatan di luar cakupan
penyvelenggaraan jaminan kesehatan wyang disediakan oleh BPJS
Kesehatan dalam ransgka pemeliharaan kesehatan berupa medicaf
check up, kepada: Kepala Daerah/walal Kepala Daerah sebanyalk 1
{zatu) kali dalam 1 ({satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami
dan dua anak), pimpinan dan anggota DFRD sebanyak 1 (satu) kali
dalam 1 (gatu) tahun, tidak termasuk istrd/suami dan analk,
dianggarkan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

g. Pengadaan belanja barang/jasa vang akan diserahkan atau dijual
kepada masyarakat/pihak lain dalam ranska melaksanakan program,
kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan
misi Kepala Daerah wvang tertuang dalam RBPIJMD dan dijabarkan
dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangar.

h. Uang vane diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masvarakat
diangearkan dalam rangka hadiah wyang bersifat perlombaan,
penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masvarakat,
penanganan dampalk sosial kemasyvarakatan alobat pengsunaan
tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan
provek stratemis nasional dan non provek stratesgis nasional sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TEKDD
vang penggunaannyva sudah ditentukan sesual dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.
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3. Kebijakan Perencanaan penganggaran belanja hibah dan belanja
bantuan sosial berupa uang, barang atau jasa diangearkan dalam APBD
sesual dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

4, Kebijakan Perencanaan penganggaran  belanja modal dengan
memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran
2023 untuk pembansunan dan pengembangan sarana dan prasarana
vang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta
pertumbuhan ekonomi daerah.

A, Kebijakan perencanaan penganggaran belanja tidak terduga dengan
menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasulk
keperluan mendesak vang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar
kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya vang apabila
ditunda akan menimbullkan kerugian yvang lebih besar bagl Pemerintah
Daerah dan/atau masvarakat serta amanat peraturan perundans-
undangan.

6, Perencanaan penganggaran belanja transfer dirineci atas jernis: belanja
bag hasil pajak dasrah dan retribusi daerah kepada pemerintahan desa

dan belanja bantuan keuangan kepada pemenntahan desa.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan
Belanja Tidak terdupga

Dalam Rancangan AFPBD Tahun Anggaran 2024, kebijakan
belanja daerah ditempuh dengan lebih mengoptimalkan penggunaan
angearan belanja barang dan jasa serta anggaran belanja modal dengan
meningkatkan efeldivitas dan produlktivitazs dalam pengelolaan anggaran
tersebut serta menerapkan pola efiziensi.

Pada tahun anggaran 2024, belanja daerah direncanakan
sebesar Bp. 1.¥76.630.211.054,- (satu trlmn tujuh ratus tujuh pulub

enam milyvar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sebelas ribu lima puluh
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empat rupiah) terdiri dan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak

terduga, dan belanja transfer, dengan uraian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1,

Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024

KEODE RAPBD TA. 2024
REK URAIAN (Bp) KET
1 2 3 4

5 BELANJA

5.1 Belanja Operagi 1253914 976,495

o2 Belanja Modal 2329559 694 934

2.3 Belanja Tidak Terduga Z000.000.000

.4 Belanja Transfer 2ET.TEL. 559 A22
TOTAL BELANJA 1.¥76.630,211.054

Rencana belanja pada masing-masing perangkat daerah

sebagaimana tabel beriloat ini:

Tabel 5.2,

Belanja Dasrah Pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE NANMA OPD RAPBL [5. 20248 Ket
(Rp)
1 2 3 &

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB

1 Urmusan Pemerintahan Wajib Yang
Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1.01. Dinas Pendidikan 301 158 234 L0858

1.02. | Dinasg Kezehatan 239.779.172.055
- Dinag Kezehatan 146079 262 216
- Fumah Sakit Dr. Sobirin 03 699 909 830

104, Dinag Peketjaan Umum Cipta Katya, 161 305 474 455
Tata Fuang dan Pengairan

1.03. | Dinag Pekerjaan Umiim Bina Marga 185,923 872,852
Dinag Periitnahan Rakyat dan

: 14741 084 636

LB Kawazsan Pemukitnan
Satuan Polizi Pamong Praja dan

1.05. Pemadam Kebakaran 11.821.197.053

105, Bardan Penangmilangan Beficana 3 BOE. TS 847
Daerah

1.06. Dinag Soaial 12295 682.013
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Uruean Pemerintahan Wajilk Yang

2 Tidale Berkaitan Dengan
Pelayanan Dagsar
e || RIS ORIt A 5.719.146.575
Transmigrasi
Dinas Pemberdayaan Perempiian
L 2 3.569 894 BAY
2.08. dan Perlindungan Analk
208 | Dinag Ketahanat Pangan 5.149.067 427
211 | Dinasg Linglangan hidup 13.912 102 8097
Dinaz Administrasi Kependudulkan
a1 T 5.130.241. 654
212 dan Pencatatan Sipil
513, Dinas Pemberdayaan Masyarakat 9461 198113
dan Desa
014 |Dinas Pengendalian Penduduk dan 12 403 696754
Keluarga Berencana
215 | Dinag Perhubungan 5.904.139 567
216 | Dinas Komunikasi dan Informatika B.F05 990,011
a17 Dinas Koperasgi, Usaha Kecil dan 4 488 SRS 612
Menengah
Dinag Penatadnan Modal dan
: : 5294 026340
&85 Pelayanan Terpadu Satn Pintu
2.1% | Dinas Pemuda dan Olahraga TARIOTZ U5
223, | Dinaz Kebudayaan dan Pariwizata 4662 056 739
2.23. | Dinag Perpustakaan dan Kearzipan 3ET2.444.120
3 Urusan Pemerintahan Pilihan
345 Dinas Perikanan 5.430.436.865
3.27Y. | Difhag Pertanian dan Peternakan 27 453492 536
3.27. | Dinasg Perkebunan B416.143 557
591 Dinasg Perindustrian dan 395 247 BB
Perdagangan
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN
PEMERINTAHAN
401, | Bekretariat Daeral 22149153 108
402 | Sekretariat OPRD Bl B63.E01.74E2
g UNSUR PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
201, Bardan Perencanaan Pembangliinan & 00 B85 (134
Daerah
504, Badan Pengelola Keuangan dan 424 292 730127
Aget Daerah
0. Bardan Pengelola Pajak dan Retribusai 13 10071210
Daerah
Badan Kepegawaian dan
503, | Pengembangan Sumber Daya B.O3E 547 991
Mannsaia
5ihg, || Baden Penehtinmaan 4.013.125 572

Pengembangan Daerah
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B UNSUR PENGAWAS
G01. | Inspektorat 14784 372729
7 UNSUR KEWILAYAHAN
T.01. Kecamatan BTS ULUY 3087553512
7.01. | Kecamatan Muara Kelingi 3737361 221
7.01. | Keramatan Muara Lakitan 3152 386 327
7.01. | Kecamatan Jayaloka 2.729.021.911
T.01. | Kecamatan Megang Saleti 4265 106 940
7.01. | Kecamatat Sukakatya 1625 760019
7.01. | Kecamatan Tuah Negeri 1.845. 336 487
7.01. | Kecamatan Tugumulyo 4.432.154.013
7.01. | Keramatati Purwodadi 3EI0.DE3.518
7.01. | Kecamnatan 8TL ULU Terawas 2F2A077.014
7.01. | Kecamatan Sumber Harta 2669414 708
7.01. | Kecamatan Muara Beliti 2314 784 054
iy, (|ecamatanTiangPumpaog 1.703.463.694
Kepungut
7.01. | Kecatatan Selangit 2955 648,636
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM
801, | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 47 F2% 137 844
JUMLAH BELANJA 1.¥VE.630.211.054

5.2.1. Belanja Operasi

Pada tahun anggaran 2024, belanja operasi direncanalkan  sebesar
Bp.1.253.914.976.438 - (satu trnliun dua ratus lima puluh dHga milyar
sembilan ratus empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu
empat ratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri dari belanja pegawai,
belanja barang dan jasa, dan belanja hibah dengan uraian sebagaimana
tabel berikut:

Tabel 5.3.
Belanja Operasi Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024

KODE EEE URAIAN RHAPBD TA. 2024 (Ep) KET
1 2 3 4
=) BELANJA
5.1 Belanja Operasi 1.253.914.976.498
5.1.01 Belanja Pegawai 705.406.459.746
5.1.02 Belanija Barang dan Jaza 490.985.743.002
5.1.05 Belanja Hibah 5Y.522.733.750
TOTAL BELANJA OPERAE] 1.253.914.976.498

Kebijakan Umum APBED Kab. Musi Rawas T.A 2024

r._.ﬂ

()



Belanja Pegawail terdinn dar Belanja Gaji dan Tunjangan ASN,
Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Tambahan Penghasilan berdasarkan
Pertimbangan Objekbf Lainnya ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DERD,
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya
Pimpinan DFRD serta KDH/WKDH, Belanja Pegawai BLUD, dan Belanja
Pegawal BOS,

Belanja Barang dan Jasa terdiri dari Belanja Barang, Belanja
Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang
dan/atan Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Fihak
Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BLUD, dan Belanja Barang
dan Jaza BOS

Belanja Hibah terdiri dari Belanja Hibah kepada Pemerintah
Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi
Kemasvarakatan wyang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik,

5.2.2. Belanja Modal

Pada tahun anggaran tahun 2024, belanja modal diangsarkan sebesar
Rp.232.953.634,934,- (dua ratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus lima
pulub sembilan juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus
tiga puluh empat rupiah) terdiri dari belanja modal tanah, belanja modal
peralatan dan mesin, belanja modal bansunan dan gedung, belanja modal
jalan, jaringan dan irigasi, dan belanja modal aset tetap lainnya, dan

belanja modal aset lainnva, dengan uraian sebagaimana tabel beriloat:
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Tabel 5.4,
Belanja Modal Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024

KEODE RAPBD TA. 2024
REK UHAIAN Rp) KET
1 a 3 4

5 BELANJA

52 Belanja Modal 23209509, 504 934

5201 Belanja Modal Tanah 5500000 LoY

2202 Belanja Modal Peralatan dan Measin 20 474 005 004

2203 | Belanja Moedal Gedung dan Bangunan 5% 490,433,950

2.2.04 | Belanja Medal Jalan, Janngan dan Irigasi 141.390.539.710

22 068 | Belanja Modal Asset Lainnya 560471 6240
TOTAL BELANJA MODAL 232,950, 694,934

5.2.3. Belanja Tidak Terduga

Pada tahun anggaran 2024, belanja tidak terduga diangsarkan
sebesar Rp.2.000.000,000,- (dua milvar rupiah), Belanja tidak terduga
dianggarkan untuk membiaval pengeluaran anggaran atas beban AFPBD
untuk keperluan dararat termasuk keperluan mendesak vang tidak dapat
diprediksi sebelumnya.

5.2.4. Belanja Transfer

Pada tahun anggaran 2024, belanja transfer dianggarkan sebesar
Rp. 287.7¥550.538.622,- (dua ratus delapan puluh tujuh milyar tujuh ratus
lma puluh lima juta ima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua
puluh dua rupiah), Belanja transier merupakan penseluaran uang darn
pemerintal kabupaten Musi Rawas kepada pemerintah desa dengan

uraian sebagaimana tabel berdkut:
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Belanja Transfer Kabupaten Musi Fawas Tahun Anggaran 2024

Tabel 5.5,

KODE REAFPBD TA. 2024
EEK URAIAM (Rp) KEET
1 ! 3 4
) BELANJA
8.4 Belanja Transfer QET.7T55. 530622
54.01 Belania Bagi Hasil 13,972,722 222
5404 Belanja Bantuan Keuangan 273782517 400

TOTAL BEELANJA TRANSFER

28Y.755.530.8202
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BAE VI
EEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Peneritmaan Pembiayaan

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019
menyvebutkan bahwa Pembiavaan adalah setiap penerimaan vang perlu
dibayar kemball dan/atau pengeluaran vang akan diterima kembali, baik
pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun angsaran
berikutnya, Pembiayaan terdin dari penerimaan pembiayaan dan
pengeluaran pembiayaan.

Selisih antara angegaran pendapatan daerah dengan angsaran
belanja dasrah mengaldibatkan terjadinya surplus atau defizit APBD,
Defisit APBD terjadi apabila ansgaran pendapatan daerah diperkirakan
lebih kecil dan anggaran belanja dasrah, Surplus APBD terjadi apabila
anggaran pendapatan daerah diperldrakan lebih besar dard anggaran
belanja daerah.

Dalam hal AFBD diperlarakan defisit, anggaran belanja daerah
didanai dari penerimaan pembiavaan daerah vang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentans APBD vang pelaksanaannya sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dalam hal APBED
diperikdrakan surplus, dapat dieunakan untuk pengeluaran pembiayvaan
dasrah wvang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentans APBD wvang
pelaksanaannya sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran
2024 dan dirdnel menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidaneg urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, ohjek, nincian objek,

dan sub rincian objek pembiayvaan daerah pada SKPD =elalku SKPKDD,

Penerimaan pembiavaan daerah bersumber dam:

1, Biga Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Kebijakan Umum APBED Kab. Musi Rawas T.A 2024




Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
{SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan vang cermat dan rasional
dengan mempertimbangkan perldraan realisasi anggaran Tahun
Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemunglonan adanya
pengeluaran pada Tahun Angearan 2024 vang Hdak dapat didanai akibat
tidak tercapainya SiLPA vang direncanakan, SiLEA tersebut bersumber
dari:
a] pelampauan penerimaan PAD;
b) pelampauan penermaan pendapatan transfer;
c] pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah vang sah;
d) pelampauan penernmasan Pembiayaar;
g) penghematan belanja;
1) kewajiban kepada pihak ketiga sampail dengan alkhir tahun belum
terselesaikan; dan/atau
g) sisa dana alabat tidak tercapainya capaian target lkdnerja dan sisa
dana pengeluaran pembiavaan.

2, Pencairan Dana Cadangan

3. Hazil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

4, Penerimaan Pinjaman Daerah

5, Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

6. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Kebijakan pembiayaan daerah khususnya  penermaan
pembiayaan perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi ril realisasi yang
dicapai. Komponen penerimaan pembiavaan daerah Kabupaten Musi
Rawas pada Tahun Anggaran 2024 berupa estimasi Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Rencana penerimaan pembiavaan dalam AFBD Kabupaten Musi
Rawas Tahun Anggaran 2024 sebesar Bp.40.542.347 .588,- (empat puluh
rmlyar ima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh nbu
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Ima ratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri dari pengsunaan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnva (SiLEPA)
sebesar Rp. 40,542,347 588, - (empat puluh milyar ima ratus empat puluh
dua juta tiga ratus empat puluh tujuh dbu lima ratus delapan puluh
delapan rupiah).

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, AFBD dapat digsunakan
untuk pengeluaran pemiavaan daerah vang ditetapkan dalam Peraturan
Daerah tentane AFBD.

Pengeluaran pembiayaan dasrah dapat digunakan untulk:
1. Pembayaran cicilan pokok utang vang jatuh tempo
2. Penvertaan Modal Daerah
3. Pembentukan Dana Cadangan
4. Pemberian Pinjaman Daerah
A, Pengeluaran pembiayaan lainnva sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Penerimaan  pembiavaan dan pengeluaran pembiayaan
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024, diuraikan sebagaimana
tabel berilout:

Tabel 6.1,
FPenerimaan Pembiayaan darn Pengeluaran Pembiayaan
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024

KODE RAFBD TA.
REK URAIAN 9024 (Rp) KET
1 2 3 4
& PEMEBEIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan 40.542.34 7588

Siga Lebil Perhitnngan Angraran Tahun

qU. 542347 LES
£1.01 | Sebelumnya

6.2 Fengeluaran Pembiayaan 0
£.2.01 | Penyertaan Modal Daeral ]
FEMBIAYAAN NETO 40.542.347.588
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Dalam penyusunan APBD Kabupaten Musi Rawas menggunakan
kebijakan anggaran berimbang dimana jumlah penerimaan dengan
pengeluaran pemerintah daerah sama besarnyva, Penerimaan meliputi
semua pendapatan daerah dan penerimaan pembiavaan, sedangkan
pengeluaran pemerintah daerah meliputi semua belanja daerah dan

pengeluaran pembiayaan.
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BAEB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Btratepi Pencapaian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Strategi Umum AFPBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran
2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Musi Rawas
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
2024, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Kenangan Daerah dan Peraturan Menterd Dalam Negern tentang Pedoman
Penyvusunan Angegaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Angaran

2024,

7.1.1. Strategi Penecapaian Pendapatan

Dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah tersebut,
beberapa stratesi vang diimplementasikan oleh Pemenntah Kabupaten
Musi Rawas antara lain adalah:
1. Strateg Pencapaian Target Peningkatan Pajak Asli Daerah:

a) Penataan kelembagaan, penyvempurnaan dasar hukum pemungutan
dan regulasi penyesuaian tanf pungutan;

b) Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan
pengembangan sistemn operasi penagihan atas potensi pajak dan
retribusi yang tidak memenuhi kewsajibannya;

c) Pemenuhan fasilitas dan sarana pelayvanan secara bertahap sesuai
dengan kemampuan anggarar;

d] Melaksanakan pelayanan secara khusus untulk lebih memperhatikan
masyvarakat pembavar pajak, serta memberikan kemudahan
masyarakat dalam membayar pajak melalui lavanan SMS, dan
pengembangan pelayanan online;

g] Mengembangkan penerapan standar pelayanan kepuasan publik di

beberapa Kantor Bersama;
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1) Penyebarluasan informasi dan program sosialisasi di  bidang
pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan kesadaran
masyarakat;

g Revitalinasi BUMD melalui berbagai upava agar dapat memberikan
kontribusl terhadap Pendapatan Daerah, serta mengoptimalkan
perann Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesual dengan
peraturarn;

h) Optimalisasi pemberdayaan dan pendayasunaan aset yang diarahkan
pada peningkatan Pendapatan Ash Daerah;

i) Melaltilkkan pembinaan secara telknis fungsional dalam upaya
peningkatan fungsl dan peran FD sebagal unit kerja penghasil di
mdang Pendapatan Daerah;

il Melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negerd dan
Kementeran Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan
Kabupaten/Kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam
aperasional pemungutan dan pelayvanan Pendapatan Daerah, serta
mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan SKPD
penghasil.

, Stratem Pencapaian Target pendapatan transfer

a) Soslalisasl secara terus menerus mengenal pungutan  Pajak
Penghagzilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam
pembavaran pajak;

b] Peningkatan alkirasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi
sumber daya alam bekerja sama dengan Kementerian Keuangan cg.
Cirektorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bag Hasil;

c] Peningkatan keterlibatan Pemerintah Daerah dalam perhitungan
hifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar
memperoleh proporsi pembagian vang sesuail dengan potensi;

d] Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Neger,
Kementernan Keuangan, Kementeran teknis, Badan Anggaran DFRD
dan DFD untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bagl Hasil
Pajale/Bagi Hasil Bukan Fajak, DAU, dan DAK.
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7.1.2. Stratepgi Pencapaian Belanja

Stratesi Pencapaian Belanja Daerah Tahun 2024 yaitu sebagad

berilouat:

1.

Menitikberatkan pada pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Waldl
Bupat sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026
serta pemenuhan Urusan Wajib (urusan pemerintahan wajb vang
terkait pelayvanan dasar dan nmsan pemerintahan wajib vang tidalk
terkait pelayanan dasar] dan Urusan Pilihan,

Mendorong kegiatan yang memilika sifat stratemis dan/atau kemiatan
lainnya wyang memilikd dampak signifikan uantuk memenunhi

kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

. Mendorong implemerntasi stratesi pembangunan dan arah kebijakan

pembangunan;

Memenuhi kewajiban penyedizan anggaran pendidikan dan
kesehatan sesual perundang-undangan;

Mengedepankan belanja yvang menunjang pertumbuhan ekonomad,
penanggulangan dampak pandemi  COVID-13, peningkatan
penyvediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta
mendukung kebijakan Nasional;

Memenuhi kewajiban belanja transfer yaitu belanja bagi hasil pajak
dan retribusi daerah kepada pemerintah desa dan belanja bantuan
kenangan kepada pemerintah desa berupa Dana Desa dan Alokasi
Dana Desa {ADD] sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan,

7.1.3. Strategi Pencapaian Pembiayaan

Pengelolaan pembiavaan daerah diarahlkan pada kebutuhan

percepatan pembangunan dengan mempertimbangkan keltnatan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah. Struktur pembiavaan daerah dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdid dar penerimaan
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prmbiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Struktur
pembiayaan akan memperlihatkan kinerja anggaran apakah mengalami
defisit ataukah surplus, Apabila pe:rformance budgeting memperlihatkan
terjadinya defisit anggaran, ada beberapa jenis penerimaan pembiavaan
daerah wvang dapat dijadikan pilihan untuk menutup defisit tersebut,
Sebaliknva apabila terjadi surplus lanerja anggaran, ada beberapa jenis
pengeluaran pembiavaan daerah vaneg dimanfaatkan oleh Pemerintah
Daerah.

Kebijakan penermaan pembiavaan daerah perlu dilakukan
penvesuaian dengan kondisi rhil realisasi vang di capai. Komponen
penerimaan pembiayvaan daerah meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) perlu dilakukan penvesuaian dengan
Laporan Keunangan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun
Angegaran 2023 audited, Komponen yvang termasuk dalam SiLPA tersebut

adalah pelampauan penerimaan dan sisa penghematan belanja.

7.2. Ringkasan APED
Pada Kebijakan Umum APBD (KUA] Tahun Anggaran 2024,
secara singkat Rencana FProveksi Pendapatan, Belanja dan Pembiavaan

Tahun Anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berilout;

1. Rancangan APBD Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024
direncanakan sebesar Rp. 1.776.630.211.054,- {zatu triliun tujuh ratus
tujuh puluh enam milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus =ebelas
ribu lima puluh empat rupiah);

2. Pendapatan Daerah pada Rancangan AFBD Tahun Anggaran 2024
direncanakan sebesar Bp. 1.736.087.863,466,- (satu triliun tujuh ratus
tga puluh enam milvar delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam
puluh tiga ribu empat ratus enam puluh enam rapiah);

3. Belanja Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024
direncanakan sebesar Bp. 1.776.630.211.054,- {satu triliun tujuh ratus
tujuh puluh enam milyar enam ratus tiga puluh juta dua ratus sebelas
ribu lima puluh empat rupiah);
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4, Penerimaan Pembiayaan Daerah pada Rancangan APBD Tahun
Anggaran 2024 direncanakan sebesar BEp. 40.542.347.588,- {empat
puluh milvar lima ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh
tujuh ribu ima ratus delapan puluh delapan rupiah);

5. Pengeluaran Pembiayaan Daerah pada Rancangan APBD Tahun

Anggaran 2024 direncanakan sebesar RpQ,- {nihil).

Berilkut adalah Ringkasan Strultur Rancangan APBD Kabupaten
Musi Rawas Tahun Anggaran 2024 pada Kebijakan Umum APBD {(KUA)
Tahun Anggaran 2024,

Tabel 7.1,
Ringkasan Rancangan Angearan Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2024

KODE RAPBLD TA 2024

REK KRk (Ep) KET

1 3 3 4
4 Pendapatan
4.1 Pendapatan Asli Daerah [PAD) 248.574.271.632
41.01 | Pajak Daerah 135.601.016:413
41.02 | Retribus=i Daerah 4. 126205 8508
~ | Hauil Pengelolaan Kekayaan Daerah B.EO. 746,480
4.1.03 o)
Yang Dipisahkan

4.1.04 | Lain-Lain PAD yang Sah 49 956.302.922
4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.487.513.501.834
4.2.01 | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.394.521.193.400
4.2 02 | Pendapatan Transfer Antar Daerah B2 GO2 3HE 434
4.3 LATN-LATN PENDAPATAN DAERAH

) YANG S5AH

4 3.01 | Pendapatan Hihah

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan
4 3.03 | Ketentuan Peratiran Perundang-

Undangan

TOTAL PENDAPATAN 1.736.087.863.466
5 BELANJA
5.1 Belanja Operasi 1.253.214.276.498
5.1.01 | Belanja Pegawad FO5.406.499.746
51.02 | Belanja Barang dan Jasa 490585 743.002
5.1.05 | Belanja Hibah a7 .52A.T35.750
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5.2 Belanja Modal 232.050.604.034
5.2.01 | Belanja Modal Tanah 5.500.000.000
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin 20.974.005.004
54.03 | Belanija Modal Gedung dan Banginan o8.4590.433.950
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan 141390 535.710
5.2.04 | Irigasi
5.2.06 | Belanja Modal Aset Lainnya 5.604.716.240
5.3 Belanja Tidak Terduga 2.000.000. 000
5.3.01 | Belanja Tidak Terduga 2.000.000.000
5.4 Belanja Transefer 2BT.TE5.530.622
5401 | Belanja Bagl Haail 13972722 222
5.4.02 | Belanja Bantuan Keuangan 273.782.817.400
TOTAL BELANJA 1.¥76.630.211.054
TOTAL BURPLUS / [DEFISIT) [40.542.347. 588
& PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan 40.542.347.588
6.1.01 | gisa Lebih Perhitingan Anggaran 40 545 347 E8S
Tahun Sebelumnya
6.2 Pengeluaran Pemblayaan o
6.2.01 | Penyertaan Modal Dasrah o

FEMBIAYAAN NETO

40.542.347.588

TOTAL APBD

1.77v6 630.211.054
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BAB VIII
PENUTUP

Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Musi Rawas Tahun
Anggaran 2024, merupakan bagian dari pentahapan perencanaan
pembangunan vang diawali dari Penyusunan Dokumen Perencanaan
Jangka Pendek, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKFPD] Kabupaten
Muszi Bawas Tahun 2024 serta KUA dan PPAS itu sendind. Selanjutnya KUA
Tahun 2024 ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan
Plafonn Anggaran Sementara (PPAS) sebelum akhirnva kedua dokumen
tersebut (KUA dan FPPAS] akan digunakan sebagai dasar dalam
peryusunan APBD Tahun Anggaran 2024,

Arah kebijakan wmum pembangunan dan penganggaran vang
ditnangkan dalam KUA Tahun Anggaran 2024 ini, pada dasarnva
merupakan kebijakan pembangunan dan penganggaran yang telah
disepakati bersama dalam menvikapi kondisi faktual vang dihadapi zaat
ini. Kebijakan pembansunan dan penganggaran ini selanjutnya akan
dijabarkan dalam proritas program dan kegiatan beserta plafon
anggarannya. Secara rincl garis-garis kebijakan umum pembangunan dan
penganggaran dalam bentuk program dan kemiatan akan dituangkan
dalam dolkumen FPFAS Tahun Anggaran 2024, vang selanjutnya juga akan
dibahas dan disepakati bersama antara Femerintah Daerah Kabupaten
Musi Rawas dan DPRD Kabupaten Musi Rawas.,

Selanjutnyva KUA Tahun Anggaran 2024 dalam pelaksanaannya
diperlukan strategmi atau cara tertentu wvaneg diharapkan dapat
memperlancar atau mempercepat pencapaian Kebijakan Umum AFPBD
{(KUA) Tahun Angmaran 2024 karena adanya keterbatasan kemampuan
pemerintah daerah, terutama dalam sumber daya, malka disusun stratem

dan priortas sesual kemampuan pemerintah daerah.

Asumesi-asumsl yvang mendasar penyusunan KUA merupakan

asumsl kondisi pada saat penyusunan yvang disesuaikan pula dengan
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peraturan perundangan vang mendasarnnya, Dinamika pelaksanzan
pembangunan pemerintahan sangat dimungkinkan akan memunculkan
terjadinya perubahan kondisi vang tidak sesual asumsil, Selain itu
pendapatan—-pendapatan vang bersumber dari dana transfer (Transfer dari
pemerintah pusat dan transfer dari pemerintah daerah lainnya), dan Lain-
lain Pendapatan Daesrah vang Sah, sangat bergantuns pada kebijakan
pemerintah yvang lebih tinggl (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi),
oleh karena itu disepakat pengaturan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi pergeseran asumesi vang melandasi penyvusunan KUA
aldbat adanva kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah, dapat
dilalmikan penambahan atau pengurangan estimasi pendapatan daerah,
maupun program dan kegiatan serta pagu anggaran indikatitnva;

2. Penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan dilalkukan dengan
mempertimbangkan usulan program kegiatan dan plafon priortas
tambahan vang disampaikan dalam PPAS sesual denegan tingkat
urgenitas dan kebuhihan;

3. Penambahan atau penegurangan estimasi pendapatan daerah, maupun
program, kegiatan dan sub kegiatan serta pasu angearan indikatif ketika
proses pembahasan RAPBED dilakukan tanpa melakukan perubahan
Nota Kesepakatan KUA dan Nota Kesepakatan PPAS,

4. Jika didalam proses pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBED Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah tentang APED
Tahun Anggaran 2024 terdapat kondisi vane menyvebablkan perubahan
pada Kebijakan Umum Anggaran inid, maka dapat dilakukan

penvempurnaan sepanjane disepakati bersama oleh pihak Eksekutif dan
mihak Legislatif.
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Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran
2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS
dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.

Muara Beliti, 2023
PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MUSI RAWAS, BUPATI MUSI RAWAS,
AZAN S.IP RATNA MACHMUD
KETUA
FIRDAUS, SE

WAKIL KETUA 1

HENDRA ADI KUSUMA
WAKIL KETUA 11
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Demikianlah Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran
2024 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS
dan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024,

Muara Beliti, 2023
FIMPINAN DEFRD
EABUPATEN MLISI RAWAS, BUPATI MIISI RAWAS,

EATHNA MACHMUD
AZANDRI, 5.IF

KETUA

FIRDAUS, 5B
WAKIL KETUA T

HENDEA ADI KUSUMA
WARIL KETUA II

Kebijakan Umum APBED Kab. Musi Rawas T.A 2024 74



